WALIKQTA MAGELANG
PROVINST JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 20183 ¥
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAI KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat
(3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 21, Pasal 26,
Pasal 32, Pasal 39, 40 ayat (4}, Pasal 46 ayat (2], Pasal 59
poin [c), Pasal 61 ayat (4), Pasal 62 avat (2] Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Angkutan  perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Pclaksanaan Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 5 Tghun 2013  tentang

Penyelengegaraan Angkutan;

l. Undang-Undang MNomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kota Keeil dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan

Jawa Barat;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 123 sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
28, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik Indonesia
Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Namar 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan .Jalan {Lembaran MNcgara Republik Indonesiz
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594;

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011  tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);




10.

11.

12.

13.

. Peraturan Daergh Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4];

. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor a5 J;
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomer S Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Angkutan (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 46 Tahunm 2014 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Teniang
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun
2015 tentang Penyclenggaraan Penimbangan Kendaraan
Bermotor Di.Jalan;




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

FERATURAN  WALIKOTA TENTANG FETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR & TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN.
BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerntah Daerah adalah adalah Walikota sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wvang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan vang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Magelang.

Dinas Perhubungan yang sclanjutnyva disebut Dinas

adalah Dinas Perhubungan Kola Magelang.

Kepala Dinas Perhubungan Kola Magelang yang

o

selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Perhubungan Kotla Magelang.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang.

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu vang selanjutnya disebut Kepala
DPMPTSI* adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

8. Izin Penyelenggaraan Angkutan adalah izin yang
diberikan kepada Perusahaan angkutan Umum untuk
menyelenggarakan angloutan arang dan/atau barang.

| | T R




9, Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum

10.

L3 1

12.

]

1

3.

4,

L

vang menyediakan jasa angkulan orang dan/atau
barang dengan Kendaraan Bermotor Umum,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melaltukan usaha yang meliputi
Persercan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan
lainnva, Badan Usaha Milik Negara [(BUMN), atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial polittk atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolcktif dan bentuk usaha
tetap.

Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan
hukum yvang menggunakan jasa Perusahaan Anglutan
Umum.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk
pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, vang
mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap
dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan ftrayek adalah kumpulan dari trayek-trayek
yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan
angkutan orang.

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan
mobil bus dan atau mebil penumpang umum pada
jaringan travel,

Kartu Pengawasan (KP) adalah kartu yang berisi
Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek untuk setiap
kendaraan angkuran penumpang umum, dengan
maksud agar setiap tahun dapat dinilai ketaatan
pemegang izin trayek dalam memenuhi semua

persyaratan dalam izinnya.




16.

17.

18.

14,

20.

21.

22.

lzin Insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada
perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin trayek
untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya
menvimpang dari Izin trayek yang dimiliki.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor
vang disediakan untuk dipergunakan oleh umum
dengan dipungut biaya.

Mobil penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor
yang dilengkapi sebanyvak-banyaknya 8 (delapan)
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya
digsingkat AKAP adalah Angkutan dari satu kota ke kota
lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang
melalui lebilv dari 1 (satu) daerah provinsi dengan
menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam
trayek.

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya
digingkat AKDP adalah Angkutan dari satu kota ke kota
lain yvang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus
umum vang terikat dalam trayek.

Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat
ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat
dalam trayek.

Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi adalah
angkutan dengan menggunakan mobil penumpang
umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan
argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu

dalam wilayah operasi dalam kawasan Perkotaan.




23. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah
Angkutan Orang Dengan Kendaraan bermotor Umum
Tidak Dalam Travek dengan menggunakan Mobil
Penumpang umum atau Moebil bus umum untuk
keperluan angkutan antar jemput, angkutan karyawan,
angkutan pemukiman, angkutan carter, dan angkutan
sewa umum serta angkutan sewa khusus.

24. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan
mobil penumpang umumyang melayani angkutan dari
pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam
wilayvah operasi yang tidak terbatas.

25. Penvidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan
bukt, yang denzan bukil itu membuyat terang lindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

26. Penyidilkt adalah Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu
vang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan.

BAB 1
PENGGUNAAN MOBIL BARANG
UNTUK ANGEUTAN ORANG

Pasal 2
(1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor dilarang
menggunakan Maobil Barang, kecuali:
a. rasio kendaraan bermotor untuk anglutan orang,
kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan
di Daerah belum memadad;




b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional
Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia; atan

c. kepentingan  lain  berdasarkan  pertimbangan
Kepolisian Negara Republik Indoncsia dan/atau
Pemerintah Daerah.

(2) Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang
belum memadai sebagaimana dimaksud dalam ayat {1)
huruf a dalam hal kapasilas angkutan orang dengan
kendaraan bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus,
dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat
memenuhi kebutuhan Angkutan Orang.

(3] Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai
sehagaimana dimaksud dalam avat (1) huruf a berupa
topografi kemiringan lahan sangat terjal.

(4) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai
schagaimaua dimaksud dalam  ayat (1) huruf a
meliputi:

a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya
rusak berat;

b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli;
dan/fatau

¢. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.

Pasal 3
Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam hal
untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional
Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.




(1)

(3)

(4)

(6]

Pasal 4
Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf ¢ merupakan kepentingan yang
memerlikan mobil barang secara segera untuk dapat
digunakan sebagai angkutan orang,
Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara
segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan
dalam rangka mengatasi:
a. masalah keamanan;
b. masalah sosial;
. keadaan darurat;
Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang
dalam rangka mengatasi masalah keamanan
sebagaimana dimaksud dalam ayat [2] huruf a
meliputi:
a. mobilisasi petugas keamanan; dan
b. evakuasi korban gangguan keamanan.
Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang
dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2} huruf b meliputi:
a. angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
b. penertiban umum di bidang sosial.
Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang
dalam rangks mengatasi keadaan darurat
schbagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢
meliputi evakuasi korban, penanganan bencana alam
dan pengerahan bantuan.
FPecngecualian  penggunaan Mobil Barang untuk
Angkutan grang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan

pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.




(1)

(2]

(1)

(2)

(3)

FPasal 5

Mobil barang vang digunakan untuk angkutan orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus
memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
b. tersedianya  tempat duduk danfatau pegangan

tangan untik semua penumpang;
e. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
d. tersedianya sirkulasi udara.
Angkutan orang dengan menggunakan mobil barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus

memperhatikan faktor keselamatan.

BAR [11
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN

Pasal 6
Perusahaan angkutan umum yang monyvelenggarakan
angkutan orang dalam trayek wajibh memenuhi standar
pelayanan minimal angkuian crang dengan kendaraan
bermotor umum dalam trayel.
Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. keamanan;
b. keselamatan:
c. kenyamanan;
d. keterjangkauan
e. kesetaraan; dan
f. keteraturan.
Rincian standar pelavanan minimal angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum dalam frayek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

10




(1)

(3)

(1)

(2)

Pasal 7
Perusahaan angkutan umum yang menyvelenggarakan
angkutan orang tidak dalam trayek wajib memenuhi
standar pelayanan minimal anglutan orang dengan
kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Standar pelavanan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. keamanan,
b. keselamatan;
¢. kenvamanan;
d. kelerjangkanan
e, kesetaraan; dan
1. keteraturar.
Fincian standar pelayanan minimal angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum  tidak dalam
trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikola ini.

Pasal 8

Untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan
minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dan standar pelayanan minimal angkutan
arang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam
travek sebagaimana dimaksud dalam DPasal 7
dilakukan pemeriksaan fisik oleh Walikota.

Pemeriksaan fisitk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Dinas.

11




(1)

(2)

(3]

(4]

(1)

(2)

Pasal 9
Dalam hal pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
umum telah memenuhi standar pelayanan minimal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas
memberikan stiker standar pelayanan minimal.
Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel
pada pintu samping depan sebelah kiri oleh petugas
Dinas.
Stiker secbagaimana dimaksud pada ayat (2] berlaku
sclama 1 (=atu) tahun dihitung seak tangal
penempelan.
Contoh format Stiker scbagaimana dimaksud pada
ayat (3] tercantum dalam Lampiran 1l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal 10

Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehagai
bukti kendaraan bermolor umum telah memenuhi
slandar pelayanan minimal anglkutan orang dalam
trayek dan standar pelayanan minimal angkutan
grang tidak dalam trayek.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan  sebagai
persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan
angkutan OTATIE dalam Lravek dan 1Zin

penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayclk.

Paszal 11
Untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan
minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor
wmum dalam trayek dan standar pelayanan minimal
angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum
tidak dalam trayek oleh perusahaan angkutan umum
12




sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diakukan
evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enamj
bulan.

(2) Evaluasi sebagaimana  dimaksud pada  ayat
(1ldilakukan oleh Walikota dengan membentuk tim
vang anggotanya terdiri atas unsur:

a. teknis;
b. hukum; dan

c. asosiasi angkutan umum,

BAE IV
JARINGAN TRAYEK DAN KEBUTUHAN KENDARAAN
BEEMOTOR UMUM

Pasal 12
Jaringan Travek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor
Umum disusun berdasarkan:
a. rencana {ala rirang;
b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
¢. kemampuan penyediaan jasa Anglutan;
d. ketersediaan jarningan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e. kesesuaian dengan kelas jalan;
f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
g. keterpaduan antarmoda Angkutan,

Pasal 13

{1} Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
disusun dalam bentuk Rencana Urmum Jaringan
Trayel.

(2} Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek
scbagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
herpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas
dan Anglkutan Jalan.

13




(1)

(2]

(3]

(1)

2]

Pasal 14

Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek

sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 13 ayat (2)

mempertimbangkan:

a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk
banglitan dan tarkan perjalanan berdasarkan
rencana tata ruang wilayah;

b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan
bangldtan dan tarikan perjalanan pada daerah asal
dan tujuan;

¢. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan
Jenis pelayanan Anglkutan;

d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status
dan fungsi jalan yang sama, sesual dengan jenis
pelayanan Anglautan yang disediakan; dan

e. Terminal vang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis
pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul
transportasi lainnya yang omemiliki potensi
bangkitan dan tarikan perjalanan.

Rencana Umum Jaringan Trayvek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] merupakan pedoman

pemberian  izin penyelenggaraan Angkutan orang
dalam Trayek.

Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara

berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 15
Rencana Umum Jaringan Travek perkotaan disusun
berdasarkan kawasan perkotaan.
Rencana  umum  jaringan  trayek  perkotasn
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikil
memuat:
a. asal dan tujuan trayvek perkotaan;
b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
14




(2)

c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan
jaringsan jalan nasional;

d. jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan
kaota;

e. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan
perkotaan; dan

f. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.

Pasal 16

Penyusunan FKencana umum jaringan  trayek
perkotaan vyang berada dalam  wilayah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh
Walikota secara terkoordinasi dengan instansi terkait
melalui Forum Laly Lintas Dan Anpkutan Jalan.,
Rencana umum jaringan {rayek perkotaan yang
berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota .

BAB V
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu

Urmuin

Pazal 17

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bcocrmotor

umum tidak dalam trayek terdiri atas :

a.
b.

c.

angkutan orang dengan menggunakan taksi;

angkutan orang dengan tujuan tertentu;

angkutan orang untuk keperluan patiwisata;

angkutan aorang dikawasan tertentu; dan

angkutan orang dengan menggunakan aplikasi
dan/atau teknologi informasi.

15




(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Kedua
Angkutan Orang Dengan Menggunakan Takai

Paragraf 1
Pelayanan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 18
Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi
sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf a
diklasitikasikan menjadi :
a. regular; dan
b eksekutifl
Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi
regular sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
merupakan faksi yang mengpunakan kendaraan
dengan batasan dari 1.000 cc (seribu centimeter cubic)
sampai dengan 1.500 cc [seribu lima ratus centimeter
eubic) dan dengan fasilitas standar pada kendaraan,
Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi
ehsekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan taksi vang mengeunakan kendaraan
diatas 1.500 cc seribu lima ratus centimeter cubic] dan

dengan fasilitas tambahan pada kendaraan,

Pasal 19
Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib
memenuhi pelayanan sebagal berikut ;
a. tidak terjadwal;
b. kendaraan yang digunakan meliputi :
1. mobil penumpang sedan vang merniliki 3 (tiga)
ruang; dan/atau
2. mobil penumpang bukan sedan vang memiliki 2
(dua) ruang.
e. pelayanan dari pintu ke pintu;

16




(2)

d. tarif angkutan berdasarkan argometer;

e. sistem pemhayaran pada pelayanan angkutan orang
dengan monggunakan taski dilakukan berdasarkan
argometer vyang dilengkapi dengan alat bukti
pembayaran yang tercetak,

Kendaraan vang dipergunakan sebagaimana dimaksaud

pada ayat (1} huruf b wajib memenuhi persyaratan

sebagal berikut:

a. tulizsan “TAKS!” yvang ditempatkan di atas atap
bapgian luar kendaraan dan harus menyala dalam
keadaan kosong dan padam apahila argometer
dihidupkan;

b, argomctcr yang disegel oleh instansi  yang
berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta
ditecra ulang scsuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
dilengkapi dengan alat pendingin udara;
nama perusahaan dan/atau merck dagang, scrta
logo vang ditempatkan pada pintu depan bagian
tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo
perusahaan dan sebelah bawah adalah nama

perusahaan;

e. lampu bahaya berwarna kuning vang ditempatkan

disamping kanan Landa taksi;
f. tanda jati diri pengemudi vang ditempatkan pada
dashboard kendaraan, wang dikeluarkan oleh

masing-masing perusahaan angkutan taksi;

g. alat komunikasi sebagai penghubung antara

pengemudi dengan pusat pengendali operasi

dan/fatau sebaliknya;

h. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu

dan biaya tambahan yang ditempatlkan pada sisi

bagian dalam pintu belakang;
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i. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan
angkutan yang ditempatkan pada bagian depan,
belakang, kanan atau kin kendaraan dan bagian
dalam kendaraan;

j. nomor pengaduan masyvarakat yvang dicantumkan
dibagian dalam dan dibagian luar kendaraan.

(3) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan
angkutan orang dengan menggunakan  taksi
sehagaimana dimaksud pada ayat (2] scbagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20
(1} Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi
schagaimana dimaksud pada pasal 17 dapat dipasang
media reklame dengan persyaratan scbapai berikut:
a.media reklame dapal dipasang pada badan
kendaraan dan tidak menganggu pandangan bebas
pengemudi serta identitas kendaraan;

b. media reklame yang dipasang membujur diatas atap
kendaraan memiliki ukuran tinggi maksimum 400
([empat ratus] millimeter dan panjang ke belakang
maksimum  1.000 (seribu] millimeter dan tebal
maksimum bagian belakang maksimum 200 (dua

ratus) millimeter,

Paragraf 2
Penetapan Wilayah Operasi dan Perencanasan Kebutuhan
Kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

Pasal 21

Wilayah aperasi angkutan orang dengan menggunakan

taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a




dengan wilayah operasi berada dalam wilayah Daerah
ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan :

a. penetapan klasitikasi wilayah perkotaan;

b. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi,

¢c. perkernbangan daerah kota atau perkotaan;dan

d

tersediatya prasarana jalan yang memadai,

Pagal 22

(1) Berdasarkan perkiraan kebutuhan jasa angkutan
orang dengan menggunakan taksi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21 huruf b ditetapkan rencana
kebutuhan kendaraan angkutan iaksi paling lama 5
(lima) tahun.

(2) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang
dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota setelah
mendapat perselujuan dari Gubernur, paling sedikit
memuat :

a. perkiraan kebutuhan jasa angkulan taksi dalam
wilayah kota;

b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi wuntuk
melayani  kebutuhan  jasa  angkutan  taksi

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 23
(1} Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan anglkutan

grang dengan mengpunakan taksi scbagaimana

dimaksud dalam Pagal 22 paling sedikit meliputi:

a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;

b. penentuan variable yang berpengaruh terhadap
bangkitan perjalanan;

c. penentuan model bangkitan perjalanan;

d. penghitungan banglkitan perjalanan untuk kondisi
sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang;
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(2)

e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi
jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor;
2. kapasitas kendaraan yang melayani,
Rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi
scbagaimana dimaksud pada avat (1), digunakan

ascbagai dasar dalam pembinaan dan pemberian izin.

Pasal 24

Rencana kebutuhan — kendaraan angkutan  taksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan evaluasi
paling lama & {lima] tahun,

1]

Bagian Ketiga
Anglkntan Orang Dengan Tujuan Terlentu

Pasal 25
Pelayanan angkutan orang dengan tujuan lertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b
merupakan angkutan yang melayani:
angkutan antar jemput;
angkutan permukiman;
angkutan karvawan,

angkutan carter;dan

o a0 g op

anghkutan scwa.
Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan tujuan
tertentu  dilaksanakan secsual ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Dagian Keempat

Anglkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata

Pasal 26
(1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf ¢
metupakan pelayanan angkutan yang discdiakan
untuk keperluan kegiatan wisata.
(2) Izin penyelenpggaraan angkutan orang dengan tujuan
tertentu  dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kelima
Anglkutan Orang Di Kawasan Tertentu

Pasal 27

(1} Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana
dimalsud Pasal 17 huruf d merupakan pelayanan
angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan
tertentu yang berada dijaringan jalan lokal dan jalan
lingkungan.

(2] lzin penyelenggaraan angkutan orang dikawasan
tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Bagian Keenam
Anglautan sewa dengan menggunakan aplikasi berbasis

telmologi informasi

Pasal 28
(1] Angkutan sewa dengan menggunakan aplikasi
herbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf e, merupakan pelayanan

Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi,
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(2)

(1)

2]

(1)

(2)

memilikd wilayah operasi dan pemesanan
menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Angkutan sewa
dengan menggunakan aplikasi berbasis tcknologi
informasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
ANGRUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu

Angkutan Barang Umum
Pasal 29
Angkutan barang umum merupakan angkutan harang
pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak
memerlukan sarana khusus.
Angliutan barang umum sebagaimana dimaksud pada

avat (1) wajib menggunakan Mobil Barang.

Pasal 30
Dalam hal memenuhi persyaratan telmis, angkutan
barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mohil
penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada avat
(3] untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan
yvang dirancang khusus;
b. barang vang diangkut sesuai dengan ruang muatan;
dan
c. jumlah barang vang diangkut tidak melebihi daya

angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
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(3)

(4)

(2)

(1)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) untuk sepeda motor meliputi:

a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
b. tinggl muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus)
milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
c. barang muatan ditempatkan dibelakang pengemudi.
Anglutan barang dengan menggunakan mobil
penumpang, mobil bus, atau sepeda  motor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus

memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Kedua

Anglutan Barang Khusus dan Alat Berat

Pasal 31
Angkutan barang khusus dan alat berat merupakan
angkutan yang menggunakan mobil barang yang
dirancang khusus =esuai dengan sifat dan bentuk
barang vang diangkut.
Barang khusus sebapaimana dimaksud pada avat (1)
terdiri atas :

2. barang berbahaya; dan
b. barang tidak berbahaya.

Pasal 32
Angkutan barang khusus berbabaya yang memerlukan
sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf a berupa:
a. barang vang mudah meledalk;
b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanhan

atau temperatur tertentu;

b. cairan mudah menyala;

padatan mudah menyala;

bahan penghasil oksigen;




=

=

g
h.

racun dan bahan vang mudah menular;
barang vang bersifat radioaktif;
barang vang bersifat korosif; dan/atau

barang khusus berbahaya lainnya.

(2) Angkutan barang khusus tidak berbahaya vyang

memeriukan sarana khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (2} huruf b berupa:

a.

® o oo g

benda yang berbentuk curah atau cair;
peti kemas;

tumbuhan;

hewan hidup; dan/atau

alat berat.

Bagian Ketiga
Dokumen Angkutan Barang

Pasal 33

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 wajib

dilengkapi dengan dokumen yang meliputi;

a. surat muatan barang; dan

b. surat perjanjian pengangkutan barang,

Pasal 34

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang

wajlb membuat surat muatan barang schagai bagian

dokumen pcrjalanan.

(2) Perusahaan Angkutan Umum yang mcngangikut barang

wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.




BAB VII
PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Pzzal 25

(1} Pengawasan muatan angkutan barang di wilayah

(2)

(1}

Daerah dilaksanakan untuk melakukan pengawasan,

penindakan dan pencatatan:

a. tata cara pemuatan barang;

b. dimensi kendaraan angkutan barang;

c. penimbangan tekanan seluruh sumbu  dan/atau
setiap sumbu kendaraan angkutan barang;

d. persyaratan teknis dan laik jalan;

e. dolkumen angkutan barang;

1. kelebthan muatan pada setiap kendaraan yang
diperiksa;

g. jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan
vang dilalui; dan

h.jenis barang yang dianglkut, berat angkutan dan asal
tujuan.

Pengawagan, penindakan dan pencatatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan

keselamatan pengguna jalan dan menjaga infrastruktur

jalan.

Pasal 36
Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan
menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa alat penimbangan yang
dapat dipindahkan (portablej. |




Pasal 37

(1) Pengadaan, pcmasangan, pembiavaan dan
pengoperasian alat penimbangan yang dapat
dipindahkan (porfable) dijalan kota dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.

(2] Pengoperasian  alat  penimbangan yang dapat
dipindahkan ({portable} dilakukan oleh petugas yang
memiliki - kualifikasi  Penyidik  untuk melakukan
pengawasan muatan kendaraan bermotor anghkutan
barang dialan dan penyidikan tindak pidana

pelangzaran muatan angkutan barang.

Pasal 33
Pengawasan wmuatan angkutan Dbarang dengan alat
penimbangan  yang dapat dipindahkan (portabie)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dalam
hal:
a. terdapat indikasi pemningkatan pclangpgaran muatan
angkutan barang;
b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh
kelebihan muatan angkutan harang; dan/atau
c. belum ada alat penimbangan vang dipasang sccara

tetap pada ruas jalan tertentu.

Pasal 39
(1) Peralatan penimbangan yang dapat dipindahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
dilengkapi dengan peralatan utama, peralatan
penunjang, dan perlengkapan penunjang.
(2] Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit ferdiri atas:
2. layar elektronik yang mampu menampilkan hasil
pernimbangan kendaraan bermotor dan/atau

pengukuran lainnysa;
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alat cetak hasil pengukuran,;

catu daya utama dengan dava tahan kapasitas dava
paling sedikit selama 6 [enam) jam;

catu daya cadangan berupa baterai dengan daya
tahan kapasitas daya paling sedikit 12 {dua belas)

jam.

(3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit terdir atas :

.

o

C
d
=5
f.
8

alat ukur dimensi kendaraan bermotor;
rambu lalu lintas;

kerucut lalu lintas;

tenda, meja dan kursi;

senter;

alat pemadam api ringan; dan

alal pemberi isyarat lalu lintas wama kuning,

(4} Perlengkapan penunjang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

a.

b,

perlengkapan petugas,
perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan
(P3K)

Pagal 40

Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan

untuk keperluan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
pasal 36 avat (2} dilakukan bersama cleh Penyidik dibidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta petugas Kepolisian

Negera Republik Indonesia.
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Pasal 41

(1} Perawatan alat penimbangan vang dapat dipindahkan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2] terdiri
atas :

a. peneraan alat penimbangan kendaraan bermotar
sesual dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku;

b. pemeliharaan secara berkalg; dan

c. pemeliharaan secara insidentil.

(2) Peneraan alat penimbangan yang dapat dipindahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan
oleh instansi yang berwenang.

(3) Pemeliharaan alat penimbangan wyang dipindahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurub b dan ¢
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
1IZIN PENYELENGGARAAN
ANGEUTAN ORANG DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenpgparakan
anglkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang
berada dalam 1 (satu] wilayah kota wajibh memiliki izin
penyelenggaraan  anghutan orang dalam  travek dari
Walikota.,

(2) Walikota mendelegasikan Lkewenangan pemberian izin
penvelenggaraan  angkutan  orang dalam  trayek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
DFPMPTSP.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 43
Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud
pada Pasal 41 ayat (1) harus berbentuk badan hukum
sesual ketentuan peraturan perundang undangan.
Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk :
a. Badan Usaha Milik Negara
b. Badan Usaha Milik Daerah

Perseroan Terbatas; atau

oo

Koperasi.

Pasal 44
lzin penyelenggaraan angkutan orang dalam travek
schagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat
diberikan untuk setiap trayek yvang dilayani.
lzin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada suatu trayek yvang telah beroperasi,
dapat diberikan kepada lebih dari 1 (satu) perusahaan.
izin penyelenggaraan angkutan schagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak dapat dijadikan objck ¥yang
dijaminkan.
Apabila terjadi pengalihan hak kepemilikan anglkutan
umum dengan kendaraan bermotor, dalam waktu
paling lambat 1 (satu) hulan setelah terjadi pengalihan

hak harus melakukan perubahan dokumen.

Pasal 45

Izin penvelenggaraan angkutan orang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) berupa dokumen

kontrak dan/ atau kartu elektronik yang terdiri atas :

a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;

b. surat pernyataan kecsanggupan untuk memenuhi
kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin
yang diberikan; dan

¢. lkartu pengawasan.
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(2)

(1)

(2)

Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan
surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi
kewajiban melayani anpkutan sesuai dengan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b dibecrikan kepada pimpinan perusahaan angkutan
umum dan berlaku 5 {lima) tahun;

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf ¢ mcrupakan bagian dari dokumen perizinan
yang melekat pada sctiap kendaraan bermotor umum
dan wajib diperpanjang/diperbaharui setiap tahun.
Kartu Pengawasan scbagaimana dimaksud pada avat
(1] huruf ¢ wvang tidak diperpanjang/diperbaharui
selama 3 (tiga) tahun berturut turut, maka surat
keputusan izin penyelenggaraan anpkutan yang
menjadi dasar penerbitan Kartu pengawasan di cabut
dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud di
nyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemberian [zin Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 46
Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam
trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 avat (1)
dilaksanakan melalui:
a. pelelangan; atau
b. seleksi.
Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap

pemberian izin baru.




{3) Pemberian izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat

{2) melipuati:

a. penambahan trayvek baru;

b. penambahan jumlah kendaraan baru pada trayvek
vang sudah dilayani.

{4) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang vang
dilaksanakan dengan pelelangan schagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf a dilakukan dalam hal:

a. pelayanan Tute bersifat komersial;

b. perusahaan anglkutan yang bersedia melayani lebih
darn 2 (dua) perusahaan angkutan; dan

e. memerlukan pelayanan khusus.

(3) Pemberian izin penyelenggaraan anglkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum yang dilaksanakan
dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan untuk pemberian izin selain
penyelenggaraan  angkutan  orang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(6} Pemberian izin penyvelenggaraan angkutan orang yvang
dilaksanakan dengan seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dilakukan dalam hal ;

. perpanjangan izin; atau
b, peminat rTute baru paling banyak 2 [(dua)

perusahaan.

Bagian Ketiga
Izin Penyelenggaraan Angkutan Crang Bagi Trayek Baru

Pasal 47
(1} Pelelangan pembukaan trayek baru pelayansn
angkutan orang merupakan proses pemilihan penyedia

jasa untuk melayani angkutan umum dengan cara

melakukan perbandingan antar penyedia jasa.




(2] Ketentuan pelelangan pembukaan baru pelayanan

angkutan orang, vaitu :

a.

penyedia jasa adalah perusahaan yang berbentuk
Badan Hukum Indonesia;
penyedia jasa telah melayani angkutan orang

dengan kendaraan bermotor wmum;

(3) Tahapan pelelangan pembukaan baru pelavanan

angkutan orang, yaitu:

a.

b.

¢
d.

otom o

i

%

k.

pengumuman;

pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang;
pemberian penjclasan;

pemasukan dokumen penawaran;

evaluasi dokumen penawaran;

klarifikasi;

pembuatan berita acara hasil lelang;
penetaparn pemenang;

PEnguUIMUImAan pemenang;

sanggahan; dan

penunjukan penyedia jasa.

{4} Persyaratan  penyedia jasa dalam  pelelangan

pembukaan baru pelavanan angkutan crang, yaitu :

=

memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan untuk menjalankan  kegiatan/usaha,

yailu :

1. memiliki izin usaha dalam bidang jasa
transportasi;

2. memiliki akta pendirian perusahaaan dan/ atau
akta perubahan terakhir,

memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang

dengan kendaraan bermotor umum.
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c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas
nama perusahaan tidak sedang dalam menjalami
sanksi pidana/perdata, yang dibuktikan dengan
surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani
oleh Penvedia Jasa;

d. sebagal wajib pajak sudah memiliki Nomor pokok
Wajib pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta
memiliki laporan bulanan pph pasal 23 (bila ada
transaksi], pph pasal 25/ pasal29 dan PPN (bagi
pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan
terakhir dalan tabun berjalan

e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan
dan fasilitas lain;

f. memiliki fasilitas penyimpanan/pool kendaraan di
wilayah kota vang dibuktikan dcngan gambar lokasi
dan bangunan scrta keterangan mengenal pemilikan
arau penguasaan ;

g. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat

dijangkau dengan jasa pengriman.

Pasal 48
(1] Penvedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang
lelang sebagaimana dimalisud dalam pasal 47, untuk
melakukan pengisian kendaraan harus menglkuti
ketentuan sebagai berikut:
a. memilki dan/atan menguasai paling sedikit 5 (lima)
unit kendaraan,
b. kendaraan vang akan dipunakan adalah kendaraan
baru atau kendaraan lama vang masih memenuhi
standar pelayanan minimal dan persyaratan teknis

perizinan yang ditetapkan
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(2] Mekanisme pengisian trayek baru, vaitu:

.

pemohon menyampaikan permohonan  secara
tertulis kepada Dinas dilengkap dengan dokumen
yang dipersyaratkan;
dalam jangka waktu paling lambat 2 {dua] hari
Dinas mengeluarkan Surat Persetujuan Izin Operasi
(SPIO);
berdasarkan Surat Persetujuan Izin Operasi {(SPIO)
pemeohon  menyiapkan kendaraan vang akan
digunakan untuk mengisi trayek baru yang
dimohonkan:
Dinas melakukan evaluasi teknis terbadap tiap
kendaraan, apabila memenuhi syarat evaluasi
teknig, dalam janpka waktu paliog lambat 2 [dug)
hari kerja, Dinas akan menerhitkan surat
keterangan untuk tiap kendaraan, yang
diternbuskan kepada Kantor Samsat di Daerah
untuk pencrbitan Buku Kepemilikan Kendaraan
Bermotor  (BPEB}) dan  Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK], serta akan dilakukan Pengujian
Kendaraan Bermotor;
dalam rangka evaluasi teknis, Dinas melalkukan
pembuktikan dan klarifikasi kepada pemchon dan
pemilik kendaraan;
dalam rangka pembuktian dan klarifikasi, Dinas
dapat meminta penyedia jasa untuk :
I. menghadirkan pemilik kendaraan;
2. menghadirkan kendaraan [(apabila bukan
pengganlian /peremajaan); dan

3. menunjukan dokumen asli VENEZ di

persvaratkan.




setelah kendaraan siap secara teknis dan
administrasi, pemohon menyampaikan permohonan
Kepala DPMPTSP dilengkapi dengan dokumen yang
dipersyaratkan;

dalam jangka waldu paling lambat 1 (satu] hari
kema terhitung sejak permohonan diterima,
DPMPTSF  melakukan  evaluasi administrasi
terhadap dokumen yang dipersyaratkan,;

apabila berdasarkan hasil evaluasi adminislrasi
dinyatakan belum lengkap, maka DPFMPTSP akan
memberitahukan /mengembalikan persvaratan
administrast kepada pemochon untul selanjuinya
dilengkapi,

dalam jangka wakifu paling lambat 5 (lima) hari
kerje terhitung sgjak permohonan diterima dan
dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
Kepala DPMPTSP akan menerbitkan izin;

(3] Persvaratan administrasi pengisian travek baru, yaitu :

a.
b.
.

surat permohonan kepada Kepala Dinas ;

copy KTF pemohon vang masih berlalku;

surat perrnyataan bermaterai yang menyatakan
kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayam
angkutan sesual dengan izin vang diberikan,;

surat penetapan atau penunjukan sebagai penyedia
jasa pelavanan angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum dalam trayek yvang dimohon;

daftar data kendaraan wvang akan digunakan,
meliputi : nomor Kendaraan, Nomor uji Kendaran,
merk, Tipe, Tahun pembuatan, Nemor Mesin, Nomor

Rangka, Daya Angkut, Jenis Bahan bakar, dan

Nama Permilik;




(1)

(2)

f. Apabila kendaraan yang akan digunakan adalah
kendaraan perigganti (peremajaani, maka
persyaratan dan prosedur mengacu pada ketentuan
yang mengatur tentang penggantian (peremajaan)

kendaraan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelavanan dan Persyaratan Administrasi

Perpanjangan lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pasal 49

Ketentuan perparjangan izin penyvelanggaraan

angkutan orang dalam trayek, yaitu :

a. pemohon adalah pimpinan perusahaan yang
berbentuk badan hukum Indonesia dan/atau yang
diknasakan;

b. pemohon harus memiliki dan/atau menguasal
paling sedikit 5 {lima) unit kendaraan;

c. kendaraan yang akan dipunakan wajib memenuhi
standar pelayanan minimal dan persyaratan teknis
perizinan yang ditetapkan,

d. kendaraan yvang akan digunakan wajib
menggunakan  kendaraan darni trayek  yang
bersangkutan;

e. apabila kendaraan sebagaimana dimaksud pada
huruf d tidalk memenuhi persyaratan teknis
perizinan yang ditetapkan, maka dapat
menggunakan kendaraan pengganti (peremajaan)

Mekanisme pelayanan perpanjangan izin

penvelengparaan angklitan orang, vaiha:

a. pemchon menyarmpaikan permohonan secara

tertulis kepada Kepala DPMPTSP dilengkapi dengan

dokumen yang dipersyaratkan.




b. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari
kerja terhitung sejak permohonan  diterima,
DPMPTSP  melakukan  evaluasi  administrasi
terhadap dokumen vang dipersyaratkan;

c. apabla berdasarkan hasil cvahiasi administras dinvatakan
bBelum lenglan, maks PPMPTEP akar
memberitahuken /mengembalikan  persyaratan  administrasi
kepada pemohion untuke selamgumya dilenglkapi;

d. evaluasi administrasi mengasilkan diterima atau
ditolaknya permohonan izin secara Lkeseluruhan
atau sebagian;

e. berdasarkan hasil evaluasi administrasi, maka
dalam jangka waktu paling lambat 3 ({lima)] han
kerja, DPMPTSP alkan menerbitlkan izin;

(3) Persyaratan permohonan pelayanan perpanjangan izin
penvelengparasan anghutan orang yaitu ;

a. Surat permohonan kepada Kepala DPMPTSP,

b. Copv KTP pemchon yang masih berlaku;

¢. Surat keterangan kepemilikan bengkel pemeltharaan
kendaraan atau surat perjanjian kerjasama dengan
pihak ketiga;

d. Dokumen  perusshaan, meliputi :

1. Copy Surat Tzin Usaha dalam bidang jasa
Transportasi;

2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Akte
Perubahan Terakhir;

3. Copy surat Keterangan Domisili Perusahaan,
Copy Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Nomor
Pokolk Wajib Pajak;

Copy Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak;dan
Surat Keputusan lzin Trayek [untuk dicabut]
atan Surat Keterangan Kehilangan dari Polres
daerah [apabila 8K Izin Trayek hilang};

7. Buku ujf kendaraan bermotor;




e. Daftar data kendaraan yang akan digunakan,
meliputi : Nomor Kendaraan, Nomor Uji Kendaraan,
Merk, Tipe, Tahun Pembuatan, Nomor Mesin, Namor
Rangka, Daya Angkut, Jenis Bahan Bakar, dan
nama pemilik.

f. apabila kendaraan yang akan digunakan adalah
kendaraan pengganti (Peremajaan), maka
Persyaratan dan prosedur mengacu pada ketentuan
vang mengatur tentang penggantian [peremajaan)

kendaraan.

Bagian Kelima
Mekanisme Pelayanan dan Persyaratan Administrasi
Perpanjangan / Fembaharuan Kartu Pengawasan

Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 30
(1) Ketentuan  pelayanan  perpanjangan/pembaharnan
kartu pengawasan kendaraan bermotor umum, yaitu ¢

a. pemohon adalah pimpinan perusahaan yang
herbentuk badan hukum indonesia dan/atau yang
dikuasakan;

b. lkendaraan yang digunakan harus memenuhi
standar pelayanan minimal dan persyaratan teknis
perizinan yang ditetaplkan

(2] Mekanisme pelavanan Perpanjangan / Pembaharuan

Kartu Penigawasan kendaraan bermotor umurm, vaity @

& pemohon menyampaikan permohonan  secara
tertulis kepada Kepala Dinas  dilengkapi dengan

dokumen yang dipersyaratkan;

b. dalam jangka waktu paling Tama T (satu] hari kerja

terhitung sejak permocohonan diterima, Dinas

melakukan evaluasi telimis dan administrasi:




(3]

apahbila berdasarkan hasil evaluasi dinvatakan
belum lengkap, maka Dinas akan
memberitahukan fmengembalikan persyaratan
kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi;
dalam rangka evaluasi tcknis, Dinas melakukan
pembuktian dan klarifikasi kepada pemohon;
Dalam rangka pembuktian dan klarifikasi, Dinas
dapat meminta pemohon untuk :
1. menghadirkan kendaraan;
2. menunjuklan dokumen asli vang
dipersyaratkan.
evaluasi administrasi dan teknis menghasilkan
diterima atau ditolakmyva permohonan
perpanjangan/pembaharuan Kartu Pengawasan
kendaraan secara keseluruhan atau sebagian;
berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis,
maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) han
kerja Dinas akan menerbitkan Kartu Pengawasan

kendaraan bermotor angkutan umuim.

Pergvaratan Administrasi permochonan pelayanan

pembaharuan Kartu Pengawasan kendaraan bermotor

umum dalam trayek angkutan perkotaan di wilayah

Daerah, yaitu:

a.
b.

C.

Surat permohonan kepada Kepala Dinas;

Cony K'TP pemohon yang masih berlaku;

Surat Kuasa  bermaterai wyang dicap dan
ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (apabila
dikuasakan);

Kartu Penpawasan, untuk dicabut;

Copy buku uji kendaraan;

Copy Bulkti Pelunasan Kewsjiban Pajak;
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g Daftar data kendaraan yang akan dilakukan daftar
ulang (perpanjangan) Kartu Penpgawasan lzin Travek,
meliputi : Nomor Kendaraan, Nomor Uji Kendaraan,
Merlk, Tipe, Tahun Permbuatan, Nomor Mesin, Nomor
Rangka, Dava Angkut, Jenis Bahan Bakar dan
Nama Fermlik.

Bagian Keenam
Mekanisme Pelayanan dan Persvaratan Administrasi

Penggantian / Peremajaan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 51
(1) Ketentuan pelayanan penggantian/peremajaan

kendaraan bermotor urmuarm, yailu .

a. pemohon adalah pimpinan perusahaan yang
berbentuk badan hukum Indonesia danjatau yang
dikuasakan;

b. kendaraan yang akan digunakan sebagai pengganti
dapat menggunakan kendaraan baru atau

kendaraan lama yang memiliki batas umur

kendaraan tertentun  serta memenuhi standar
pelayanan minimal yang ditetapkan;

¢. batas umur Lkendaraan tertentu sebagaimana
dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lama 10
{sepuluh tahun) dari tahun pembuatan kendaraan.

d. kendaraan vang digantikan dilarang dioperasikan
sebagai angkutan penumpang umum di wilayah
Diaerah;

e. apabila kendaraan yang akan digantikan masih
beroperasi di wilayah Daerah, malka :
1. wajib dilakukan rubah status dari mobil bus

umum menjadi mobil bus tidak umum, atau

ubah fungsi menjadi mobil barang;




2. apabila dilakukan ubah status menjadi mobil
bus tidak wmum, maka:
a} wajib dilakukan perubahan warna tanda
nomor kendaraan menjadi warna hitam,
b} wajib  dilakukan ubah desain  pintu

sebagaimana mobil penumpang tidak umum.

(2) Mekanisme pelayanan penggantian /peremajaarn

kendaraan bermotor umum, yaitu :

a.

pemohon menyampaikan permohonan  secara
tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan
dokumen yang dipersyaratkan,

dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan
diterima secara lengkap, Dinas melakukan evaluasi
teknig terhadap tiap kendaraan, apabila memennhi
syarat evaluasi teknis, dalam jangka waktu paling
lambat 2 (dua) hari kerja, Dinas akan menerbitican
surat ketecrangan untuk tiap kendaraan, yang
ditembuskan kepada Kantor Samsat di Daerah
untuk penerhitan Buku Kepemilikan Kendaraan
Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK), serta akan dilakukan Pengujian
Eendaraan Bermotor;

setelah terbit BPKB, STNK dan Buku Uji, pemohon
menyampaikan permohonan ijin secara tertulis
kepada Kepala DPMPTSF dilengkapi dengan
dokumen vang dipersyaratkan;

dalam jangka walitu paling lambat 1 (satu] hari
kerja terhitung sejak permohonan diterima,

DPMFTSF melalulkan svaluasi administrasi

terhadap dokumen yang dipersyaratkan;




€. apabila berdasarkan hasil evaluasi administrasi

dinyatakan belurmn lengkap, maka DPMPTSP akan
memberitahukan /mengembalikan persydratan
administrasi kepada pemochon untuk selanjutnya
dilengkapi:

evaluasi administrasi menghasilkan diterima atau
ditolaknya permohonan Penggantian / Percmajaan
kendaraan secara keseluruhan atau sebagian;
berdasarkan hasil evaluasi administrasi maka
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari
kerja, DPMPTSP akan menerbitkan Perubahan
Surat keputusan izin Trayvek Angkutan Umum dan

Kartu Pengawasan untuk kendaraan Pengganti;

(3) Persyaratan administrasi permohonan pelayanan

penggantian/peremajaan kendaraan bermotor wmum
dalam trayek angkutan perkotaan di wilayah Daerah

yaitu :

a. Sural permochonarn kepada Kecpala DPMPTSP;

b. Copy KTP pemohoen vang masih berlaku;

¢. Surat Kuasa bermaterai  yang  dicap dan
ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan [apabila
dikuasakan); '

d. Dokumen administrasi perusahaan, meliputi :

1. Surat Keputusan Izin Trayek (untulk
dicabut/dirubah) atau Surat Keterangan
Kehilangan SK Izin Trayek dari Polres Dacrah
(apabila SK Izin Trayek hilang],

2. Copy Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak.

(4} Persyaratan administrasi tambahan bagi pelayanan

penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud

pada ayat {2} huruf b, yaita |

a.

Dokumen kendaraan yang diganti (dircmajakan),

meliputi :
1. Copy BPKE,
a2
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2. Copy STHNK setelah kendaraan dilakukan rubah
status atau rubah fungsi;

3. Copy STNK sebelum kendaraan dilakukan rubah
status atau rubah fungsi;

4. Copy Kcterangan Fiskal (untuk penggantian/

T T ] —— e ———————

peremajaan karena kendaraan lama

dimutasikan ke wilayah lain);

s R

5. Copy Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan
dari Polres Daerah [(untuk penggantian/
peremajaan karena kendaraan lama hilang);

6. Surat Keterangan besi tua dari Polres Daerah
furttuk penggantian /peremajaan karena
kendaraan lama dibesituakanyj,

Kartu Pengawasan, untuk dicabut;
Surat Pencabutan Berkas Uji Kendaraan dari

S i T T S Sy P gl e s D'y il

unit pengujian kendaraan bermotor daerah asal;
Q. daftar data kendaraan yvang akan digantikan,
meliputi: Nomor Kendaraan, Nomor Uji
Kendaraan, Merk, Tipe, Tahun Pembuatan,
Notmar BKesin, Nomor Eangka, Daya Angkut, |
Jenis Bahan Bakar dan Nama Pemilik.
b. Dokurnen kendaraan penggantl, meliputl ;
1. Copy KTP Pemilik yang masih berlaku,
2. Surat Pernyataan bermaterai dari  pemilik
kendaraan vang menyatakan bahwa

kendaraannya bernaung (bergabung) dan berada

dalam pengelolaan perusahaan Pemohon [untuk |

kendaraan yang kepemilikannya bukan oleh j

perusahaan Pemohon); !
3. Apabila kendavaan yang akan digunakan sebagai

pengganti adalah kendarasn baru  maka

ditambahlkan:

a) Copy Sertifikat Regisirasi Uji Tipe atau Surat

Keterangan Perubahan Bentuk;
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b] Daftar data kendaraan yang akan digunakan

sebagali Pengganti, meliputi : Merk, Tipe,
Tahun Pembuatan, Nomor Mesin, Nomor
Rangka, Daya Angkut, Jenis Bahan Bakar dan
Nama Pemilik.

Apabila kendaraan vang akan digunakan sebagai

pengranti adalah kendaraan lama yang berasal

dari Daerah, maka ditambahkan :

a) Copy BPERE;

b Copy 3TNK;

¢l Copy Buku Uji Kendaraan Bermaotor,

d} Daftar data kendaraan yvang akan digunakan
sebagail penggantt meliputi: Nomor Kendaraan,
Nomor Uji Kendaraan, Merk, Tipe, Tahun
Pembuatan, Nomor Mesin, Nomor Rangka,
Daya Anglkut, Jenis Bahan Bakar dan MNama
Pemilik

Apabila kendaraan yang akan digunakan adalah

kendaraan lama yang berasal dari luar wilayah

Daerah, maka ditambahkan ;

a) Copv BPKB;

b) Copy STNK;

¢} Copy Buku Uji Kendaraan Bermaotor,

d) Copy Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;

e) Surat Pencabutan Berkas Uji Kendaraan
Bermotar dari Unit Pengujian Kendaraan
Bermotar daerah asal.

f) Daftar data kendaraan yang akan digunakan
sebagal pengganti meliputi Nomor Kendaraarn,
Nomor Uji Kendaraan, Merk, Tipe, Tahun

Pembuatan, MNomor Mesin, Nomor Rangka,

Daya Angkut, Jenis Bahan Bakar dan Nama
Pcemilik.

et




Bagian Ketujuh
Mekanisme Pemberian Advis/Pendapat Teknis Pembuatan
Pelayanan Baru atau Penambahan Kendaraan Angkutan
Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Trayek
Angkutan AKDIP atau AKAP
dengan Asal/Tujuan Kota Magelang

Pasal 52
(1} Dinas mererima surat permochonan advis/ pendapat

teknis pelayanan baru atau penambahan kendaraan

Bl e i, o E.;L_'cmﬁ?" "f":'f"?'!-"-'-‘*""-'

dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

dan/atau Kementcrian Perhubungan ¢.g. Direktorat

=

Jenderal Perhubungan Darat;

{2) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja,

Dinas melakukan kajian teknis, meliputi : 8
kinerja jaringan jalan yang akan dilalui;
kinerja jaringan trayek yang akan dilayani dan/atau
vang bersinggungan;

c. kapasitas terminal dan rencana jadwal perjalanan;

d. dampak sosial yang akan ditimbulkan.

(3) Berdasarkan hasi kajian telmis, maka dalam jangka walktu paling
lambat 3 {tiga) har kena. Dinas akan membenkan advis telais
persetujuan atau penclakan dengan alasan-alasan yang dapat
dipertangoungjawablan.

T LT e e e e
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Bagian Kedelapan
Mekanisme Pelayanan dan Syarat-Syarat Pemberian

Rekomendasi Realinasi Izin Penyelenggaraan Travek Baru

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Trayek Angkutan AKDP atau AKAF dengan Asal/Tujuan

(1)

(2)

Kota Magelang

Pasal 53

Ketentuan Pelayanan Pemberian rekomendasi realisasi

izin. penyelenggaraan trayek baru angkutan orang

dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek
anghkutan AKDP atau AKAP dengan asal/tujuan Daerah,
yaitu :

a. pemohon adalah pimpinan pcrusahaan yang
berbentulk badan hukum indonesia dan/atau vang
dikuasakan dengan dilengkapi surat kuasa
bermaterai;

b, pemchon wajib memililka/menguasai fasilitas
penyimpanan/pool kendaraan di wilayah tujuan
[aerah;

c. kendaraan yang akan digunakan harus memenuhi
persyaratan teknis perizinan yang ditetapkan dalam
Peraturan Walikota ini.

Mckanisme pelayanan pemberian rekomendasi izin

penyelenggaraan trayek baru angkutan orang dengan

kendaraan bermotor umum dalam trayek angkutan

AKDF atau SKAP dengan asalftujuan tujuan Daerah,

yaitu :

a, pemohori menyvampaikan permohonan  secara
bertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan

dokumen yang dipersyaratkan;
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dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari

kerja terhitung sejak permohonan diterima, Dinas

melaksanakan evaluasi administrasi  terhadap

dokumen;

apabila berdasarkem hasil evaluasi administrasi dinyatakan

belum lengkap, maka Dinas akan memberitahukan /

mengemballian persvaratan armimistrasi kepada pemohon

urtulk selanjutnya dilengkapi

dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja

terhitung sejak dokumen yang diperayaratkan

diterima secara lengkap, Dinas melakukan evaluasi

teknis;

dalam rangka evaluasi teknis, Dinas melakukan

pembuktian dan klaritikasi kepada pemohon;

dalam rangka pembuktian dan klarifikasi, Dinas

dapat meminta pemohan untuk:

1. menghadirkan kendaraan (apabila bukan
kendaraan baru);

2, menunjukkan lokasi fasilitas penyimpanan/peo!
kendaraan;

3. menunjukkan dokumen asli YATE
dipersyaratkan.

evaluasi administrasi dan tcknis menghasilkan

diterima atau ditolaknya permohonan rekomendasi

izin trayek secara kesecluruhan atau sebagian;

berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis,

dalam jangka wakmu paling lambat 3 (Hgal hard

kerja, untuk kendaraan baru atau kendaraan lama

yang berubah kepemilikan, Dinas akan

menvampaikan surat  kepada Kepala Kantor

Bersama Samsat Daerah untuk penerbitan BPKB

dan STNK, serta akan dilakukan pengljian

kendatraan bermotor;
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setelah terbit STNK dan telah dinyatakan kendaran
tersebut laik jalan, maka dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) hari kerja, Dinas akan menerbitkan
Surat Rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan
orang dengan kendaraan bermotor umum dalam
trayek kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah dan/atau Kementerian Perhubungan

c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

(3} Persyaratan administrasi bagi permohanan pelayanan

pemberian relkkomendasi izin trayck baru angkutan

orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek
angkutan AKDP atau AKAP dengan asal/tujuan Daerah
yaituy :

a,
b.

Surat permchonan kepada Kepala Dinas;
Informasi travek dari Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah dan/atau Kementerian Perhubungan
¢.f. Direklorat Jenderal Perhubungan Darat;
Copy KTP pemohon yang masih berlaku;
Gambar lokasi dan bangunan fazilitas penyimpanan
/ pool kendaraan;
Surat keterangan mengenal kepemilikan atau
penguasaan  fasilitas  penyimpanan /  Pool
kendaraan;
Syrat izin fasilitas penyimpanan / pool kendaraan
Dokumen agli administrasi perusahaan, meliputi :
1. Copy Surat Ilzin Usaha dalam bidang Jasa
Transportasi;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan/fatau Akte
Perusahaan Terakhir;
3. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
4. Copy Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Nomor
Pokok Wajib Pajak;
5. Copy Bulti Pelunasan Kewajiban Pajak.
Dokumen kendaraan yvang akan digunakan.
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1. Apabila kendaraan yang akan digunakan adalah
kendaraan baru, maka dokumen kendaraan
yang dipersyaratkaan, meliputi :

a) Copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe atau Surat
Keterangan Perubahan Bentuk;

b) Daftar data kendaraan, meliputi: Merk, Tipe,
Tahun Pembuatan, Nomor Mesin, Nomor
Rangka, Daya Angkut, dan Jenis Bahan
Bakar.

2. Apabila kendaraan yang akan digunakan adalah
kendaraan lama, maka dokumen kendaraan
vang dipersyaratkan, meliputi:

a] Copy BPKB;

b) Copy STNK;

c} Copy Buku Uji Kendaraan Bermotor,

d) Daftar data kendaraan, meliputi : Nomor

Kendaraan, Nomor Uji Kendaraan, Merk,
Tipe, Tahun Pembuatan, Nomor Mesin,
Nomor Rangka, Daya Angkut, dan Jenis
Bahan Bakar

Bagian Kesembilan
Mekanisme Pelayanan dan Persyaratan
AdministrasiPemberian Rekomendasi Izin Penambahan
Kendaraan Anghkutan Orang Dengan Kendaraan
BermotarUmum Travek Anglutan AKDTP atau AKAP Dengan
Asal/Tujuan Kota Magelang

Pasal 54
{1} Ketentuan pelayanan pemberian rekomendasi
izin penambahan kendaraan angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum dalam trayek angkutan

AKDP atau AKAP dengan asal/tujuan Daerah, vaitu :
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8. pemohon adalah pimpinan perusahaan yang

berbentuk badan hukum indonesia dan/atau pang

dikuasakan dengan dilengkapi surat kuasa
bermaterai;

- kendaraan yang akan digunakan harus memenuhi

standar pelayanan minimal dan persyaratan teknis

perizinan yang ditetapkan.

[2) Mekanisme pelayanan pemberian rekomendasi izin

penambahan kendaraan angkutan orang dengan

kendaraan bermotor umum dalam trayek anghkutan
AKDP atau AKAP dengan asal/tujuan Daerah, yaitu :

.

pemohon  menyampaikan  permohonan secara
tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan
dokumen yang dipcrsyaratkan;
dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari
kerja terhitung sejak permchonan dilerima, Dinas
melakukan evaluasgi administrasi terhadap dokumen
vang dipersyaratkan;
Apabila berdasarkan hasil evaluasi administrasi
dinyatakan belum Iengkap, maka Dinas akan
memberitahukan / mengembalikan persyaratkan
kepada pemohan untuk selanjutnya dilenglapi;
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan
dengan dilengkap, Dinas melakukan cvaluasi teknis;
dalam rangka evaluasi tekmis, Dinas melakukan
pembuktian dan Klarifikasi kepada pemochon;
dalam rangka pembuktian dan Kklarifikasi, Dinas
dapat meminta pemohon untuk:
1. menghadirkan kendaraan (apabila bukan
kendaraan baru);
2. menunjukkan dokumen asli yvang

dipersyaratkar.

50




.

€valuasi administrasi dan teknis menghasikan
diterima atay ditolaknya permohonan rekomendasi
izin penambahan kendaraan secara keseluruhan
atau sebagian;

berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis,
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja,
untuk kenduraan dengan domisili tujuan Daerah
(kendaraan baru atau kendaraan lama yang
berubah kepemilikan), Dinas akan menyampaikan
surat kepada Kepala Kantor Ssmsat Daerah untuk
penerbitan BPFKB dan STNK, sorta akan dilakukan
pengujian kendaraan bermotor;

Setelah  terbit STNK dan telah dinyatakan
kendaraan bersebut laik jalan, maka dalam jangka
waktu Paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dinas akan
menerbitkan Sural Rekomendasi kepada Kepala
Dinas  Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
dan/atau Kementerian Perhubungan ¢.q. Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat;

(3] Persyaratan Administrasi permohonan pelayanan

pemberian rekomendasi izin Penambahan kendaraan

angkutan orang dengan kendaraan bhermotor wmum

dalam trayek angkutan AKDP atau AKAP dengan

asal/tujuan Dacrah, yaitu :

a.
b

Surat permohonan kepada Kepala Dinas;

Informasi Trayek dari Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah danfatau Kementerian Perhubungan
c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Copy KTP pemohon yang masih berlaku;

Qurat Persetujuan trayek dari daerah tujuan trayek;
Dokumentasi perusahaan, meliputi :

1, Copy Surat [zin Usaha dalam bidang Jasa
Transportasi;
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5

Copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atan Akte
Perubahan Terakhir:

Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
Copy Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Namor
Poleok Wajib Pajak;

Copy Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak;

I.  Dokumen kendaraan yang akan digunakan;

15

Apabila kendaraan yang akan digunakan adalah
kendarasn baru, maka dokumen kendaraan
yang dipersyaratkan, meliputi :

a) Copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe atau Surat
Keterangan Perubahan Bentuk;

b] Dalam data kendaraan, meliputi : Merk, Tipe,
Tahun Pembuatan, Nomor Mesin, Neomor
Rangka, Daya Angkul, dan dJenis Bahan
Bakar.

. Apabila kendaraan yang akan digunakan adalah

kendaraan lama, maka dokumen kendaraan

vang dipersyaratkan, meliputi :

a) Copy BPKBE;

b) Copy STNEK;

c) Copy Buku Uji Kendaraan Bermotor,

d) Daftar data meliputi: Nomor Kendaraan,
Nomor Uji Kendaraan, Merk, Tipe, Tahun
Pembuatan, Nomor Mesin, Nomor Rangka,
Daya Anghkut, dan Jenis Bahan Bakar.
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Bagian Kesepuluh
Mekanisme Pclayanan dan Syarat-Syarat Pemnberian
Rekomendasi Penggantian /Peremajaan Kendaraan
Angkutan Orang Dalam Trayek Angkutan AKDP atau AKAP
Dengan Asal/Tujuan Kota Magelang

Pasgal 55
(1) Ketentuan pelavanan  pemberian rekomendasi
penggantian / peremajaan kendaraan angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek AKDP
atau AKAP dengan asal/tujuan Daerah , yaitu ;

4. pemohon adalah pimpinan perusahaan yang
berbentuk Badan Hukum Indonesia dan/atau yang
dikuasakan dengan dilengkapi surat kuasa
bermaterai;

b. kendaraan yang akan digunakan sebagal pengganti
dapat menggunakan kendaraan baru  atau
kendaraan lama yang memiliki batas umur
kendaraan tertentu serta memenuhi standar
pelayanan minimal yang ditetapkan,

¢c. batas umur kendaraan tertentu sebagaimana
dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lama 5
(lima) taliun dari tahun pembuatan kendaraan;

d. kendaraan yang digantikan dilarang dioperasikan
sebagai angkutan penumpang umum di wilayah
Daerah;

e. apabila kendaraan yang akan digantikan masih
beroperasi di wilayah Daerah, maka :

1. wajib dilakukan ubah status dari mobil bus
uptum menjadi mobil bus tidak umum, atau
rubah fungsi menjadi mobil barang;

2. apabila dilakukan ubah status menjadi mohil
bus tdak umum, maka :
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a) wajib dilakukan perubahen warmna tanda
nomor kendaraan menjadi warna hitam;

b} khusus untuk mobil bus kecil, wajib
dilakulan rubah desain pintu, sebagaimana

maobil penumpang tidak umum.

[£4] Mekanisme pelayanan  Pemberian  rekomendasi

penggantian / peremajaan kendaraan angkutan orang

dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek
angkutan AKDP atau AKAP dengan asal/tujuan Daerah,
yaitu :

.

pemohon  menyampaikan permohonan  sccara

tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan

dokumen yang dipersyaratkan;

dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari

kerja terhitung sejak permohonan diterima, Dinas

dilakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen
yang dipersyaratkan;

apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi

dinyatakan belum lengkap, maka Dinas akan

memberitabhukan [/ mengembalikan persyaratan
administrasi kepada pemohon untuk selanjutnya
dilengkapi;

dalam jangka wakiu paling lambat 2 (dua] hari kerja

terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan

diterima secara lengkap, Dinas mengevaluasi teknis;
dalam rangka cvaluasi teknis Dinas melakukan
pembulktian dan klarifikasi kepada pemohon;

dalam rangka pembultian dan klarifikasi Dinas

dapat meminta pemohon untuk :

1. menghadirkan kendaraan pengganti (apabila
kendaraan yang akan digunakan sebagai
pengganti adalah kendaraan lama);

2. menunjukkan dokumen asli yang

dipersvaratkan.
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E.

evaluasi administrasi dan teknis menghasilkan
diterima atau ditolaknya permehonan rekomendasi
PeNggantian / peremajaan kendaraan secara
keseluruhan atay sebagian;

apabila kendaraan berdemisili dan mempunyai
tanda mnomor kendaraan bermotor dj Daerah,
berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan tcknis,
maka dalam jangka walau paling lama 2 {dua) hari
kerja, Dinas akan menyampaikan surat kepada
Kepala Kantor Samsat Daerah untuk menerbitkan
BPKB dan STNK, serta akan dilakukan pengujian
kendaraan;

setelab terbit STNK dan twlah dinyatakan kendaraan
tersebut laik jalan, maka dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja Dinas akan menerbitkan
Surat  Rekomendasi kepada Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah  dan/atau
Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat;

{3] Persyaratan Administrasi bagi permohonan pelavanan

pemberian relkomendasi penggantian / peremajaan

kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermator

umum dalam trayek angkutan AKDP atau AKAP dengan

asal / tujuan Kota Magelang , yaitu :

a.
b.

cC,

Surat permohonan kepada Kepala Dinas;

Copy KTP pemohon yang masih berlaku;

Surat Kuasa bermaterai  yang dicap dan
ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (apabila
dikuasakanj;

Informasi Trayek dari Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah dan/atau Eementerian Perbubungan
¢.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Dokumen administrasi perusahaan, meliputi ¢
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2.

Copy Surat Keputusan [zin Trayek atau Surat
Keterangan Kehilangan SK izin Trayek dari
Polres setempat (apabila SK Izin Trayek hiang);
Copy Bukti Pelunasan Kewsgjiban Pajak.

f. Dokumen kendaraan yvang akan  diganti

(diremajakany, meliputi ;

2 o8
2.

Copy BPKE;

Copy STNK sebelum kendaraan dilakukan ubah
status atau rubah fungsi;

Copy STNK setelah kendaraan dilakukan rubah
status atau ubah Fungsi:

Copy Keterangan Fiskal (untuk pergantian
Peremajaan karena kendaraan fama
dimutasikan ke wilayah lain);

Copy Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan
dari Polres setempal (untuk penggantian /
peremajaan karena kendaraan lama hilang);
Surat Keterangan besi tua dari Polres setempat
funtuk penggantian / peremgjaan  karena
kendaraan Iama dibesituakan).

Copy Kartu Pengawasan Izin Travek;

Surat Pencabutan Berkas (P3) Penpgujian
Kendaraan Bermotor dari wilayah asal;

Daftar data kendaraan vang akan digantikan,
meliputi:  Nomor Kendaraan, Nomor Uj
Kendaraan, Merk, Tipe, Tahun Pembuatamn,
Nomor Mesin, Nomor Rangka, Daya Angkut,
Jenis Bahan Bakar dan Nama Pemilik.

g. Dokumen kendaraan pengeanti, meliputi :

253

Apabila kendaraan yang akan digunakan sebagai
pengganti adalah kendaraan baru, maka
dokumen kendaraan pengganti yang

dipersyaratkan yaitu :
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a) Copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe atau Surat
Keterangan Perubahan Bentuk:

b) Daftar data kendaraan vang akan digunakan
sebagai Pengganti, meliputi: MNomor
Kendaraan, Tipe, Tahun Pembuatan, Nomor
Mesis, Nomor Rangka, Dava Angkut, Jenis
Bahan Bakar, dan Nama Pemilik.

Apabila kendaraan yang akan digunakan sebagai

pengganti adalah kendaraan lama yvang berasal

dari  Daerah, maka dokumen kendaraan
perngganti yang, dipersyaratkan yaitu:

a) Copy BPKB:

bj Cops STNK;

¢) Copy Bukit Uji Kendarsan Bermotor;

d) Daftar data kendaraan yang akan digunakan
schagai Pengganti, meliputi: Nomaor
Kendaraan, Nomor Uji, Kendaraan, Merk,
Tipe, Tahun Pembualan, Nomor Mesin, Nomor
Rangka, Daya Angkut, Jenis Bahan Bakar,
dan Nama Pemilik.

Apabila kendaraan yang akan digunakan adalah

kendaraan lama yang berasal dari luar Daerah,

malka dokumen kendaraan pengganti yang
dipersyaratkan yaitu:

a) Copy BPKDB;

b} Copy STNI

¢ Copy Buku Uji Kendaraan Barmotor;

d) Copy Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;

c) Surat Pencabutan Berkas Ujl Kendaraan
Bermotar dari Unit Pengujian Kendaraan

Bermotor dari wilayah asal;
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(1

(2)

) Daftar data kendaraan yang akan digunakan
seliagai Pengganti, meliputi Nomor Kendaraan,
Nomor Uji Kendaraan, Merk, Tipe, Tahun
Pembuatan, Nomor Mesin, Nomor Rangka,

Daya Angkut, Jenis Bahan Bakar dan Nama
Pemililk,

Bagian Kesebelas
Mekanisme Pelayanan dan Syarat-Syaral
Pemnberian Rekomendasi Perpanjangan/Pembaharuan
Kartu pengawasan Kendaraan Bermotor Umum Dalam
Trayek Angkutan AKDP atau Angkutan AKAP
Dengan Asal / Tujuan Kota Magelang

Pasal 56
Ketentuan  pelayanan  pemberian  rekomendasi
perpanjangan  Pembaharnan Kartu  pengawasan
kendaraan bermotor umum dalam trayek angkutan
AKDP atau AKAD dengan asal/tujuan Daerah, yaitu :
a. pcrmohonan adalah pimpinan perusahaan yang
herbentuk badan hukum [ndenesia dan / atau yang
di kuasakan.
b. kendaraan vang digunakan harus memenuhi
persyaratan teknis perizinan yang ditetapkan.
Meckanisme  pelavapan  pemberian rekomendai
Perpanjangan/ pembaharuan kartu pengawasarn
kendaraan bermotor umum dalam trayek angkutan
AKDPE atau AKAP dengan asal / tujuan Daerah, yaity :
a. pemohon menyampaikan permohonan  secara,
tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan
dokumer: yang dipersyaratkan,;
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. dal i . :
AM jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja

terhitung  sejak  permohonan diterima, Dinas ‘

melaluk : s : -
ukan evaluasi administrasi dan teknis; i

C. apabila berdasarkan hasil

penclitian administasi
dinyatakan belum lengkap, maka Dinas akan

memberitahukan/mengembalikan persyaratan
administrasi kepada pemohon untuk sclanjutnya
dilengkapi:

e e i, T e B R i Tl

- dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak dokumen vang dipersyaratkan
dengan dilengkap, Dinas melakukan evaluasi teknis;

e. dalam rangka evaluasi teknis, Dinas mclakukan
pembultian dan klarifikasi kepada pemohon;

f. dalam rangka pembuktian dan Klarifikasi, Dinas
dapat meminta pemohon untuk :

1. menghadirkan kendaraan;
2. menunjukkan dokumen asli yang dipersyaraikan.

g. evaluasi admimistrasi dan teknis menghasilkan
diterima atau ditolaknva permohonan rekomendasi
perpanjangan [/ pembaharuan Kartu Pengawasan
kendaraan secara keseluruhan atau sebagian;

h. berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis,
maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja, Dinas akan menerbitkan Surat Rekomendasi
kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Terigah dan/atau Kementerian Perhubungan c.g.
Direktorat Jenderal Perbubungan Darat;

(3) Persyaratan administrasi bagi Permohonan Pelayanan

pernberian rekomendasi perpanjangan / pembaharuan

lcartu pengawasan kendaraan bermotor umum dalam

trayek angkutan AKDP atau AKAP dengan asal / tujuan

Daerah, yaitu :

a. Surat permohana_-rl kepada Kepala Dinas;

b. Copy KTP

s = e

pemochon vang masih berlaku;
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C.

d.

£,

-

3
‘.u:rat Kuasa  bermaterai yang dicap dan
ditandatangani oleh

dikuasakan);

Pimpinan perusahaan {apabila

dokumen administrasi
1,

perusahaan, meliputi :

Copy Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak;

2. Surat Keputusan Izin Trayek atau Surat
Keterangan Kehilangan SK izin Trayek) dari Polres
selempat {apabila SK Izin Trayek hilang);

dokumen kendaraan, meliputi :

1. Copy BPKR:

2. Copy STNK;

3. Copy Kartu Pengawasan,

4. Daftar data kendaraan, meliputi: Nomor
Kendaraan, Nomor Uji, Merk, Tipe, Tahun
Pembuatan, Nomor Mesin, Nomor Rangks, Daya
Angkut, Jenis Bahan Bakar dan Nama Pemihik.

Bagian Kedua Belas
Mekanisme Pelayanan dan Persyaratan

Administrasi Pemberian [zin Trayek [nsidentil

Pasal 57

(1) Ketentuan pelayanan pemberian izin trayek insidentil,

yaitu :

a.

Lm

. Kend

Pempohon adalall  pimpinan perusahaan  yang
horbentuk badan hukum Indonesia dan / atau yang
dikuasakan;

5 Trayek Insidentil hanya diberikan un tuk 1 (satu)
kali perjalanan dengan tujuan perjalanan di dalam
wilayah Provinsi Jawa Tengah;

araan berlaku Izin Trayek Insidentil paling lama

14 [empat belas) hari kalender dan tidak dapat

diperpanjang;

e
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]

d. Ke - ; :

éndaraan yang akan digunakan harus memenuhi
standar pelayanan minimal dan peryaratan teknis
yang ditetapkan serta memiliki umur kendaraan
paling tingei:

1. 20 (sepuluh) tahun, untuk keadaraan jenis Mobil

Bus kectl;

20 (sepuluh) tahun, untuk kendaraan jenis Mabil
Bus sedang;

15 {lima belas) tahun, untuk kendaraan jenis
Mobil Bus besar.

(2) Mekanisme Pelayanan pemberian izin trayek insidentil
yaitu :

a. pemohon menyampaikan permchonan secara tertulis
kepada Kepala Dinas dengan dokumun yang
dipersyaratkan;

dalam jangka waktu paling lama 1 {satu) hari kerja
terhitung sejakk  permohonan  diterima, Dinas
melakukan evaluasi administrasi dan teknis;

.apabila berdasarkan hasil evaluasi administrasi
dinyatakan belum Iengkap, maka Dinas akan
memberitahukan/ mengcmbalikan persyaratan
kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi;

.dalam rangka pembuktian dan klarifikasi, Dinas
dapat meminta pemohon untuk :

1. menghadirkan kendaraan;
menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan.
evaluasi administrasi dan tcknis  menghasilkan
diterima atau ditolaknya permohonan izin trayek
insidentil secara keseluruhan atau schagian
herdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis,
maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari

kerja, Dinas akan menerbitkan Izin Trayek Insidentil

untul setap kendaraar;
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(3)

(1)

Persyaratan Administrasi bagi permohonan pelayanan
pemberian Izin Trayek insidentil, yaity ;

a. Surat permohonag kepada Kepala Dinas;
B. Copy KTP Pemohon yang masih berlaku.
c. Copy lzin Trayek;

d. Copy Kartu Pengawasan;

e. Copy Buku Uji Kendaraan Bermotor.

BAB X
[ZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 58
Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam
Trayek dengan Kendaraan  DBermotor  Umum,
Perusahaan Angkutan Umum wajib memilki ijin
penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I
dikenakan biaya sebagal Penerimaan Negara Bukan

Pajak.

Pasal 59
Setiap Pengemudi dan Perusahaan Anpkutan Umum
yang menyelenggarakan angkulan orang dengan
kendaraan bermotor wnum tidak dalam trayek, wajib
memetuhi ketentuan mengenai :
a. lzin penyelenggaraan Anglutan orang tidak dalam
Trayek; dan
h. Persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan

Bermaotor.
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(2)

(3)

Peru
sahaan Angkutan wmum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 avat (1)

Indonesia  gegyaj

harus berbentuk badan hukum

dengan  ketentuan peraturan
Perundang-undan garn,

Badan hukum Indonesia sebagiamana dimaksud pada
ayal (2] berbentuk -

a. Badan usaha milik Negara

b. Badan usaha milik daerah

¢. Persercan terbatas: atan

d. Koperasi

Pagal 60

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang

tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 58

ayat (1), Perusabaan Angkutan Umum wajib memenuhi

persvaratan sebagail berikut :

d.

(1)

memiliki paling sedikit 5 (lima] kendarman dengan
dibuktikan dengan stmk atas nama perusahaan dan
surat tanda bulkti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
memiliki tempat penyimpanan kendaraan {pool);
menyediakan fasilitas  pemeliharaan  kendaraan
(bengkel) yang  dibuktikan  dengan  dokumen
kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak
lain;

memperkerjakan pengemudi yang memiliki surat 1Zin

mengemudi (SIM) Umurm sesual golongan kendaraan.

Pasal 61

Izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana

dimaksud pasal 58 ayat (1) berupa dokumen kontrak

dan/ atau kartu elektronik yang terdiri atas :

a. Surat Keputusan lzin Penyelenggaraan Angkutan;

€3




(2)

(3)

bi: 8
kurat Pemnyataan Kesanggupan untuk memenuhi
ewanban melayani angkutan sesuai dengan izin
Cr

Rartu Pengawasan.

Surat Keputusan Tzin Penyelenggaraan Angkutan dan

Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi

kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b diberikan kepads Pimpinan perusahaan angkutan
umum dan berlaku 5 (lima) tahun;

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf ¢ merupakan bagian dari dokumen perizinan
yang melckat pada setiap kendarasn bermotor umum

dan wajib diperpanjang / diperbaharui setiap tahun.

Pasal 62
Surat Kepulusan izin penvelenggaraan Angkutan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1] huruf
a meliputi:
a. Surat keputusan izin penyelenggaraan, paling
sedikit memuat :
nomor siurat keputusan;
. jenis pelayanan;

nama perusahaan;

narma pimpinan perusahaan;

&

2

3

4. nomor induk perusahaan,;
5

6. alamat perusahaan dan ;
f g8

masa berlaku fzin.

b. Surat Pelaksanaan Keputusan Izin, paling sedilat

memuat:
1. nomor surat keputusan

2. jenis pelayanarn
3 pama perusahaan
4, jumlah kendaraan yang difjinkan
&4




.

2. masa berlaky izin

wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan

menggunakan talksi; dan
7. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput.

Lampiran surat keputusan berupa daltar kendaraan
paling sedikit memuat:

1. nomor surat keputusan

nama dan domisili perusahaan
merck kendaraan

tahun pembuatan

daya angkut orang

asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput

e SRR L

nomor rangka kendaraan bermotor;

8. nomor uji herkals kendaraan bermotor.

(2} Surat permyataan kesanggupan sebagiamana dimaksud

dalam pasal 60 ayat (1) huruf b ditandatangani

pemohion diatas materai vang dibubuhi cap/stempel

perusahaan.

Kartu Pengawasan schagimana dimaksud dalam Pasal

60 avat (1) huruf e, paling sedikit memuat:

a.
b.

C.

b

5|

fares
"

L.

nomor surat keputusan;

nomor induk kendaraan;

nama perusahaan;

masa herlaku kartu pengawasarn;

wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan
mengpunakan taksiy;

asal dan tujuan (untuk angkutan antar jemput];
randa nomor kendaraan bermotor,

nomor rangka kendaraan bermotor;

nomor uji kendaraan bermotor,

daya angkut orang;

daya angkut bapasi.

65
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Pasal 63
Per
usahaan Angkutan Umym sebagaimana dimaksud

dal :
at Pasal 59 ayat dapat mengembangkan usaha di
kabupaten fkota

lain  dengan  memenuhi persyaratan
sebagal berikut ;

8. wajib membuka kantor cabang;
b. menggunakan nomar
tersebut;

kendaraan sesuai domisili cabang

¢. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada
Pemerintah Daerah sesuai domisili cabang atan
peTusahaan yang bersangiutan;

d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan Yang
mewakili perusahaan.

Pasal 64
Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin
penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin
penyelenggaraan yang diberikan;
h. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimarl;
c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa
e. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada
pcjabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan;
f. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan

kepengurusan badan hukum atau domisili badan

hulurmn.

Pasal 65

permohonan 1zin penyelenggaraan Angkutan orang tidak

dalam trayek, dapat berupa .
4. Tzin hagi pamohon baru,

bh. Pembaharuan masa berlaku izin terdiri dari:

66




C.

{1)

1. pembaharuan masa berlaku izin penyelenggarzan
angkutan orang tidak dalam trayel;

2. pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan.

Perubahan dokumen izin, terdiri atas;

1. penambahan ken daraan;
2

penggantian dokumen perizinan yang hilang atau
rusak;

3. perubahan pengurus perusahaan;

penggantian kendaraan atau peremajaan.

e e R e T . e

Pasal 66

Permohonan izin bapi pemohon baru sebagaimana

dimaksud dalam pasal 65 huruf a dizgjukan kepada

Kepala DPMPTSP dengan melengkapi:

a. akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan
terakhir;

b. bukti pengesahan sehagai badan hukum dan
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

¢. tanda daftar perusahaan;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF) perusahaan;
surat keterangan domisili perusahaan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

{  memilih dan/atau menguasai tempat menyimpanan
kendaraan (pool) yang memenuhi persyaratan teknis
dan memiliki izin dari pemerintah daerah yang

ditunjukan dengan surat izin tempat usaha (SITU);

g, Surat pernyataatl kesanggupan untuk memenuhi

seluruh  kewajiban  scbagai pemegang  izin

penyelengparaarl angkutan tidak dalam trayek, ]
bermaterai dan ditandatangani pernimpin T

peluﬂﬂhaﬂﬂ;dm
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(2)

(3]

(5)

(7)

(8)

h. Su ;
rat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau

bekerjasama  dengan pibak lain yang mampu
menvediakan

bermotor;

fasilitas pemeliharaan kendaraan

Dalam hal permohonan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1)

dinflai telah memenuhi persyaratan, Kepala
DPMPTSP memberikan surat persetujuan prinsip.
Dalam hal permohanan sebagaimana dimaksud ayat (1)
tidak memenuhi persyaratan, Kepala DPMPTSP
memberikan surat penolakan diserial alasan paling
lambat 5 {lima) hari kerja sejak dokumen permohonan
diterima secara lengkap.

Surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} menjadi dasar bagi pemohon untuk
dipergunakan dalam proses pengajuan persetujuan
atau rekomendasi penguningan oleh Dinas ;

Surat persetujuan atau rekomendasi penguningan plat
nomor sebagaimana diinaksud pada ayat (4] diterbitkan

paling lambat 2 {dua) hari kerja.

| Setelah mendapatkan tanda nomor Kendaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan
baru hanya menyampaikan salinan sertifikat registrasi
uji tipe (SRUT) kendaraan bermutor dan salinan surat
tanda nomor kendaraan (STNK].

Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan
salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK] dan
salinan kartu Tulus uji berkala,

Dalam hal pemohon telah mendapatkan surat tanda
nomor kendaraar (STNK) dan salinan sertifikat
ol uji tipe (SRUT] atau kartu lulus uji berkala,
melengkapi surat rekomendasi dari Dinas, Kepala
DPMPTSP menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan
arty pengawasan tidak dalam trayek paling

registra

bescrta k
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{1

(2

(3)

()

(3)

] - . :
ama 35 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen

sece ' i
“ara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal &7
Permohonan  pembaharuan masa berlaku  izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b angka 1
diajukan kepada Kepala DPMPTSP dilengkapi dengan
laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang
izinya diperbaharui.
Permohonan  perpanjangan  masa  berlaku  izin
sebagaimana dimaksud pada avat (1) di ajukan kepada
Kepala DPMPISP  dilengkapi dengan persyaratan
administratif.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} terdiri :
a. surat permchonan pembaharuan masa berlaku izin;
b. salinan surat keputusan penyelengparaan angkutan
orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
c. salinan sural landa nomor kendaraan bermotor yvang
masih berlaku atas nama perusahaan; dan
d. salinann bukti Iulus uji berkala berkala kendaraan
yang masih berlaku.
Dalam hal permohonan yang di gukan pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diterima Kepala
DEMPTSP  memberikan  surat  keputusan  1zin
penyelengaraan angkutan orang tidak dalam trayek
yang telah diperbaharul paling lambat 5 (lima} hari
kerja scjak dokumen permohonan diterima secara

lengkap.

Dalam hal permchonan yang di ajukan pemohon

schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak Kepala
DPMPTSP memberikan surat penolakan disertal alasan

paling lambat 5 (lima} hari kerja sejak dokumen
permohonan diterima secara lengkap.
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Pasal 68
(1) Permohonan pembaharuan mase berdakn kartn
Pehgawasan sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 65
huruf b angka 2 diajukan kepada Kepala Dinas dengan
dilengkapi dengan persyaratan administratif .
(2] Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
avat (1) meliputi:

AR TR TSI TR Ta T e e )

4. surdt permohonan pembaharuan masa herlaku

kartu pengawasan;

=

b. salinan surat keputusan penyelengaraan angkutan
orang tidak dalam trayek yang tclah dimiliki;

c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor

Tk P T e

yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
d. salinan bukt lulus berkala kendaraan yang masih
berlaku. !
{3) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon :
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala i
Dinas memberikan kartu pengawasan yang telah
diperbaharui paling lama 3 (tiga) han kerga segak |

dolkumen permohonan diterima secara Jengkap.

e B i e a2

(4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon i
schagaimana dimaksud pada ayat (1] ditolak Kepala {
Dinas memberikan surat penclakan disertai alasan [
paling lama 3 (tigal hari kerja sejak dokumen

permohonan diterima secara lenglap.

Pasal 69 |

(1) Permohonan perubahan  dokumen izin  untuk
penarmbaharn kendaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 hurul ¢ angka 1 diajukan kepada
Kepala DPMPTSP, dilengkapi dengan laporan
pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang dilayani I3

i TR e

§

Lk =
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(2]

3]

(4)

()

(7)

(8]

Perm
. chonan penambahan kendaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

DPMPRTSP
administratif.

diajukan kepada Kepala
dilengkapi  dengan  persyaratan

Permohonan sebagaimana
antara lain:

dimaksud pada avat (2)

&. surat permohonan penambahan kendaraan:
b. salinan surar keputusan penyelenggaraan angkutan
crang tidak dalam trayek yang telah dimiliki: dan
e. salinan surat keterangan domisili perusahaan.
Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon
sebageimana dimaksud pada ayat {2) diterima, Kepala
DPMPTSP memberikan surat persetujuan
penambahan kendaraan paling lama 5 [lima) hari kerja
sejak dokumen permohonan diterima lengkap.
Dalam hal permohonan wvang diajukan pemohon
sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditolalk, Kepala
DFMFPTSP memberikan surat penolakan disertai
alasan paling lama 5 {lima) har kerja sejak dokumeon
permohonarn diterima.
Surat persetujuan penambahan kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) menjadi dasar
bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses
pengajuarn persetujuan atau rekomendasi
penguningan oleh Dinas.
Qurat  persetujuan  atau rekomendasi  atau
penguningan plat nomor sebapaimana dimaksud pada
ayat (6] diterbitkan paling lama 2 (dua) bari kerja.
gerelah mendapatkan tanda nomor kendaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4, untuk

kendaraan haru menyampaikan salipan. sertifikat

registrasi Ujl tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan

galinan surat tanda Nomor kendaraan {STNK).
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(9)

(10]

(1)

(2)

(3

(4]

LJ =
ntuk kendaraan bukan baru harus melampirkan

salinan tanda nomor kendaraan (STNK) dan salinan
kartu lulus uji berkala.

Kepala DPMPTSP menerbitkan izin penyelenggaraan
angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam
trayek paling lama 5§ (fma] hari kega sejak
diterimanya dokumen secara lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat 1)

Pasal 70
Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf ¢ angka
2 diajukan kepada Kepala DPMPTSP, dilengkapi
dengan laporan kehilangan dokumen dari Polres
Daerah atau dokumen perizinan yang rusak.
Permohonan penggantian deltumen perizinan yang
hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Kepala DPMPTSP dilengkapi dengan:
a. surat permohonan penggantian dokumen yang
hilang atau rusak;
b, salinatt surat keputusan izin penyelenggaraarn
angkutan yang telah dimiliki dan masih berlaku;
¢. surat dari Polres Daerah untuk dokumen yang
hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen
vang hilang di media massa;
d. melampirkan bukti dolkumen yang rusak.
Dalam hal permohonan disetujui, Kepala DPMPTSP

memberikan dokumen penggantian perizinan paling

lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen

secara lengkap.
hal permohonan yang digjukan pemohon

mana dimaksud pada ayat (1) ditolalk, Kepala

Dalam

sebagai

DEMPTSR memberikan surat penclakan disertai
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(1)

(2)

(3)

alasan pali -
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokurnen

permohonan diterirna secarg lengkap.

Pasal 71

Perm
chonan  perubahan pengurus  perusahaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf ¢ angka 3
disjukan kepada Kepala DPMPTSP dilengkapi dengan
laporan perubahan pengurus perusahaan.

Permohonan  perubahan pengurus  perusahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada

Kepala DPMPTSP dilengkapi:

a.akte perubahan badan hukum yang telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri [Hukum dan
Halk Asasi Manusia.

b.salinan  surat keputusan izin penyelenggaraan
angkutan tidak dalam trayek yang telah dimmiliki;

c. surat keterangan domisili perusahaan dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang;

d. surat pernvataan kesanggupan untuk memenuhi
seluruh kewajiban sebagai pemacgang i=in
penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Dalam hal permohonan disetujui, Kepala DPMPTSP

memberikan dokumen penggantian perizinan paling

lama 5 (lima) hari kerfa sejak diterimanya deokumen
secara lengkap berupa:

4. surat lkeputusan izin penyelenggaraan angkutan
prang tidak dalam trayels;

b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan

angkuran orang ti dalc dalam trayek;

c. lampiran  surat  keputusarn pelaksanaan  izin

penyclenpgardan angkutan orang tidak dalam trayek;

d. kartu pengawasail.

3
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14)

(1)

(2}

(3)

&)

Sebe 7]

° 1i.=~lum N penyelanggaraan anglutan arang tidak
tlaam trayek sebagaimana, dimaksud pada ayat (3
diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu

meny A
A, El"ﬁhk&n 1211 pcn}rele_.nggara ar Eﬂﬂ,kut&n U‘I.a.n.g

tidak dalam trayek yang lama.

Pasal 72
Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74
huruf ¢ angka 4 diajukan kepada Kepala DPMPTSP
dilengkapi dengan persyaratan administratif.
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan penggantian kendaraan atau
peremajaan kendaraan;
b. salinan surat keputusan izin penvelenggaraan
angkutan orang tidak dalam trayek;
c. salinan STNK kendaraan pengganti;
salinan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan
pengganti.
Dalam hal permohonan disetujui, Kepala DFMPTSP
memberikan dokumen penggantian perizinan paling
lama 5 {lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen
secara lengkap berupa:
Sehelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak
galam trayok sebagaimana dimaksud pada ayat (3
diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu

menyerahkan 1izin penyelenggaraan angkutan orang

tidak dalam trayck yang lama.
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Pasal 73

1) Pemberian ig
(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak

dalam trayel; sebagaimana dimaksud dalam pasal 63,
dilaksanakan melaluy; -

&. pelelangan; atay

b. seleksi

(2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak

dalam  trayek dengan pelelangan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terbadap
izin penyelenggaraan :

8. Angkutan taksi bagl perusahaan baru dan pelayanan
baru sedangkan bagi perusahaan yang telah memiliki
izin diwilayah tersebut dilakukan melalui seleksi;

b. Anglkutan sewa bagi perusahaan baru dan pelayvanan
baru sedangkan bagi perusahaan yang telah memiliki
izin di wilayah tersebut dilakukan melalui selelksi.

{3} Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak
dalamm trayek melalui pelelangan sebagaimana
dimaksud avat (1] diberikan kepada pemohon yang
telah memenuhi persyaratan administratif .

(4] Pemberian izin penyelenggaraan anglutan orang tidak
dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diberikan setelah memenuhi
persyaratan administrasi dan dilakukan untuk :

a. perusahaan yang sudah memiliki izin di wilayah
tersebut.

b. perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan orang

dengan menggunakan taksi.

P




Pasal 74

(1) fclelangan pembukaan layanan baru atau penambahan
jumlah kendaraan schagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (1) diumumkan melalui website, papan
PERgUmuman, dan/atau media massa paling lambat 90
(Sembilan puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.

(2) Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru
sebagaimana dimaksud pad ayat (1) didasarkan pada
rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi.

(3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas untuk pelelangan
pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah
operasinya herada dalam Daerah

{4] Pengumuman pelelangan sebagaimana dimalesud pada
ayat (2] paling sedikit mermuat :

a. lokasi yang akan dilayani;

b. jumlah kebutuhan kendaraan;

¢. jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan;
d. standar pelayanan minimal.

(5] berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan
persyaratan administrasi dan pemenuhan standar
pelayanan Minimal, dilakukan pemilihan pemenang
yang mempunyai nilai tertinggl.

(6) Pemenang pelelangan terhadap pembukaan layanan
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5] diumumkan
melalui website, papan pengumuman dan/ atau media
massa.

(7) Terhadap pemenang pelelangan sebagaimansa dimaksud

pada ayat (6) diberikan izin penvelenggaraan angkutan
orang dalam trayck vahg berupa dolumen konirak

dan/ atau Lartu elektronik.
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(1)

(2)

(3}

| Pasal 75
Dinas melakukan penilaian
dan teknjs

pemohon,

persyaratan administrasi

terhadap persyaratan masing-masing

Terhadap penilaian persyaratan administrasi dan teknis
sebagaimana  dimaksud pada avat (I} Dinas
memberikan persetujuan atay penolakan izin kepada
pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
Dinas memberikan penolakan sebaguimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan alasan serta rekomendasi

penyempurnaannya kepada pemohion,

BAB X
SUBSIT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 76

(1} Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas

ekonomi pada trayvek tertentu dapat diberi subsidi oleh
Pemerintah Daerah  sesuai  dengan  kKemampuan

keuangan daerah.

(2) Pemberian  subsidi  oleh Pemerintah  Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada

anggaran Dinas.

(3) Trayek tertentu sehagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditentukan berdasarkan:
a. faktor finansial; dan
b. faktor keterhubungan.
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(4) Tray

(5]

ek :
tertentu yang didasarkan oleh faktor fnansial

sebagaimana dimaksug ayat (3] huruf a meliputi:

a, T
trayelk  yang menghubungkan wilayah karena
PeTimbangan aspek sosial politik;

b, trayek angkutan perkataan khusus untuk pelajar
dan/fatay mahasiswa;

C.

trayek perkotasn dengan angkutan massal yang

tarif keekonomiannya tidak tetjangkau oleh dava

beli masyarakat; atau

d. frayek yang penetapan tarifnya dibawah hiaya
operasional yang ditelapkan oleh Pemerintah
Daerah.

Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor

keterhubungan sebagaimana dimaksud pada avat (3)

huruf b adalah trayek yvang menghubungkan wilayah

terisolir, wilayah belum berkembang dan/atau wilayah

dikawasan perkotaan vang belum dilayani angkutan

WImum,

Pasal 77

Besarnya subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud

dalarmn Pasal 76 ayat (2) diberikan pada suatu trayck

tertentu bherdasarkan:

=

selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan
dengan pendapatan operasional yang diperoleh

Perusahaan Angkutan Umum; atau
biaya pengoperasian Angkutan orang yang dikeluarkan

oleh perusahaan Angkutan orang, apabila pendapatan
diambil cleh pihak lain yang ditunjuk olch pemberi

gubsidi.
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Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani

Angkutan Penumpang umum dalam trayek bersubsidi

sebagaimana dimaksug dalam Pasal 76 dilakukan melalui

proses:

a. pelelangan yang ditkuti oleh badan usaha berbadan | E
hukum yang bergerak di bidang angkutan wmumn; atau |

b. penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik |
Negara atau Badan Usaba Milik Daerah yang hergerak

di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

BAB XI
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMAST DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Pasal 79

(1} DPMPTSP dan Dinas selaku  pemberl  izin
penyelenggaraan angkutan dalam trayek, angkutan
tidak dalam trayek dan angkutan barang wajib
menyelenggarakan  sistem  informasi  manajemen
perizinan angkutan.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan
data perizinan berdasarkan :

a. laporan pengusaha angkutan mengenal realisasi
anglutan setiap bulan;

b. hasil pengendalian, pembinaan dan
pengawasan;dan
c. hasil penilaian kinerja Perusahaan Angkutan;
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(1)

(2)

(3)

BAB 1]
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

Pasal 80
Sekisp pengemudi dan perusahaan angkutan umum
yang menyelenggarakan Angkuten orang dengan
kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan
orang dengan kendaraan bermotor umum tHdak dalam
trayek, wajib mematuhi ketentuan mengenai :
a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam
travek;
¢. persyaratan tcknis dan laik jalan kendaraan
bermotor; dan
d. standar pelayanan minimal.
Untuk mengawasi pemenuhan terhadap kerentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pengendalian, pembinaan dan pengawasan angkutan
orang dengan kendaraan bermotor umum.
Penpendalian, pembinaan dan pengawasan angkutan
orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaitmana
dimaksud pada ayat (2} dilakukan di:
a. terminal;
b. ruas jalan;
tempat wisata,
d. tempat keberangkatan atall pool; dan/atau

e. tetnpat pemberhentian  dan simpul transportasi

lainnya
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4] Dal
(4) am hat Perusahaan angkutan umum mengalami

nu ali
Penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan

ml ku = (L]
BXutan, maka pembers izin dapat meninjau ulang izin

penyelenggaraan Orang  yang diberikan kepada

E 0
perusahaan yung bersangkutan dengan terlebih dahulu
melakukan evalugsi kinerja perusahaan.

Pasal 81
(1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap
pemenuhan persvaratan perizinan angkutan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2]
meliputi:
a. dokumen perizinan;
b. dokumen angkutan orang;
¢. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi
tanggunpjawab perusahaan;
d. jenis pelayanan dan tarif;
e. tanda identitas perusahaan angkufan umum; dan
f tanda identitas awak kendaraan anghkutan umum.
(2} Pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap
pemenuhan persyaratan feknis dan laik jalan
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 huruf ¢, meliputi :
a tanda bukt lulus uji berkala kendaraan bermotor;
b. fisik kendaraan bermotor; dan

c. standar pelayanan minimal.
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Paszal 82
(1)

Pengendali i
gendalian, pembinaay dan pengawasan angkutan

oran d
E eNEan kendaraan bermotor umuIn

sebagaimana dimaksud dalam Pasal BO dilaksanakan

ol 3
eh Petugss Pengawas kaRdaiaE o

menggunakan peralatan secara manual dan fatau
elektronik,

(2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Petugas Penyidik; dan

b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BARB X1V
KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADIMINISTRATIR

Pasal 83
(1) Dinas memberikan sanksi administratif kepada
perusahaan angkutan umum.
(2) Sanksi administratif schagaimana dimaksud pada ayat
(1} berupa :
a. peringatan tertulis
b. pembekuan kartu pengawasar; dan /atau

¢. pencabutan kartu pengawasan dan izin trayek.

Pasal 84
administratif berupa peringatan tertulis

(1) Sanksi
d dalam Pasal 83 avat [2) huruf a

sebagalmana dimnaksu
(tiga) Eali perturut-turut untuk

dikenai sebanyak 3 _ _
masing 30 (tiga puluh) han

jangka waktu masing-

kalender.
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(2) Dalam hgy peime

izin  tidak melaksanakan
Lew

ajib :
Jibannya setelah berakhirnys peringatan tertulis ke

31 :
(tiga), akan dikenakan sanksj administratif berupa
pernbekuan karty pengawasan.

pada ayat (2] dikenai dalam jangka wakiu 30 (tiga
puluh) hari kalender.
(4} Kartu Pengawasan dan Izin Trayek dicabut apabila
pemegang  izin  tidak melaksanakan kewgjibannya
setelah jangka waktu pembekuan kartu pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3} berakhir,

BAE XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pagal 85
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai  berlalu,
Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan
angkutan orang dalam trayek dan angkutan crang tidak
dalamn trayek wajib menyesuaikan standar pelayanan
minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum dalam trayek dan standar pelayanan minimal

anglkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam
trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini

dalam waktu paling lama 1 [satu} tahun sejak Peraturan

Walikota ini mulai berlaku.
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BAB XVvI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

i unda_‘ﬂgka_n_

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikola  ini denpgan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditefapkan di Magelang

ALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

j |
= =
SUMARTONO

NOMOR
BERITA DAERRAH KOTA MAGELANG TAHUN
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Jenis

LP\M'!.;-"‘LR ks N 1
FERATURAN WALIEOTA MAGTELANG

NOMOR 7 TAHUN 20089
TIENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PERKOTAAN

|

1. | Keamanan

o ies—

Uraian '

Indikator

NilaifUlkuran/Jumlah Keterangan |I

| a.
I||| |

| \b

Tdentitas Kendaraan

Tdentitas Awak
Kendaraan

| Nosmor kendaraan dan namsa travek

herupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan
belakang kendaraan

a Bagi Pongemudi ;@

|
|

|

1.

2,

o,

mengenakan pakaian seragam dan dilenglapi dengan

identitas nama pengemudi dan perusahaan
menempatkan papan kartu identitas names pengemudi,
nomor induk progemudi dan nama perusahasn di
ruang pengemudl
Bagi Kondektur, mengenakan pakaian seragam tla

dilengkapi dengan identitas nama kondekiur dan
perusanannl.

Jumlah

Ketersedinan

Paling Sedikil 1 ' ’

Harus tersedia ||

¢, Lampu Penerangan 1 Berfunpsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus Jumlah yang 100% berfungsi dan _ '
untuk memberikan keamanan bagi pongguna jasa. berfungsi gesuai dengan standar '
| _ _ teknis. ]
PL Kaca Film Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurang cahaya Persentase kopelapan. | Kegelapan paling gelap
. matahar secara langsung 30%
e, Lampu lsyarat tanda Lampu sebagai pemberi informasi adanya leadanan bahuaya
bahaya

di dalam kendarzaan.

a.Lokasi pemasangan, | &. Lampu warna kuning

bentuk, warna, dan |
jumlah lampaa.
b. Lokasi peroasangarn
dan fumlah tombol.

berpijar
atap
tengah
bulalang,

b. Tersedia paling sediidt 2
(dua) lombol yang
dipasang

wrpasang  di
patia hagian
tlepan dan




N Jemis { Tealan H Indilkotor \ il Ulasar o | i s \\'ﬁn\qtuﬁg&n
1
2., | KESELAMATAN ! ) 1 i '
a Awak 1) Standar [ Pengemudi wajib ! Penerapan Standar | 100% diterapkan SOP
{ Angkuotan Operasional Operasional  Proscdur
Prosedur [SOP) | a. Mengutamakan keselamatun dan kelancaran | (SOP)
Pengoperasian lalu lintas
Kendaman b. Menganpkut penumpang yang memiliki tiket
atan membayar sesuai dengan tarifl yang telah
ditetapkan
c. mengangkut penumpang dengan tidak melebihi
kapasitas yang ditentukan

d. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke
kendarean lain yang sejenis dalam trayek yang
sama tanpa dipungut biaya tambahan jika
kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas
perintah pelugas

e,  menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan
atall menggunakan lajur paling kin, kecuall saat
akan mendahului atau mengubah arab

i menaikkan danfatau menurunkan Penumpang
di tempat yang ditentukan

g. menuiup pintu sclama kendaraan berjalan

h. mematuhi batas kecepatan paling tingsi untuk
angkatan umun; dan '

) i, melayani lintas sesuai izin trayek yang diberilean ‘

2) Kompetensi Pengemud] imemiliki pengetuhuan,  keterampilan, | Pendidikan dan | Paling sedikit 2 (dua} '
|| dan perilaku sebagal berilat : pelatihan atau | tahun sekali
a. pengstabuan tentang rute yang dilayani, tatacara | penyegaran kompetensi '

mengangkut orang, dan tata cara berlalu-lintas;
b. keternmpilan mengemudi kendaraan scsuai
dengan jenis kendaraan
‘ ¢. sikap dan perilaku yang baik, hormat dan rameah

_ terhadap penumpang
3) Kondisi Fisik Badan dalam keadaan schat mental dan fisik serta | Pemeriksaasn "Paling tidak 1 ({satu)
 tidak dalam pengaruh narkoba dan alkehol kesehatan tahun sekali
4} Jam Istirahat Pengemudi wajib istirahat paling sedikit 15 (lima Kondisi pengemudi Diterapkannyva jam

belas) menit sctelah mengemudikan kendaraan | prima

istirahat pengemudi
selama 2 {due) jam berturut-turat

b Sarana |1} Peralatan Fasilitas heselamatan dalam keadaan darurat, | Tersedia dan berfungsi | a. palu pemecah kaca B
keselamatan. dipasang di tempat vang mudah dicapai dan | dengan baik tersedia paling sedikit
dilengkapi dengan keterangan tata care penggunaan | 1 {zatu) buah




c

berbentuk stiker, paling scdikit meliputi
g. Alat pemecah kaca

b,  Alat pemadam api ringan

c. Alat Penerangan

b, 1 {satu] tabung 3 kg
c. Lampu senter 1 buah

2] Fasilitas Fasgilitas  kesehatan yang  digunakan  untuk | Tersedia dalam kondisi | Palmp sedikit 1 {satu)
kesehatan penanganan darurat kecelakaan dalam mobil bus, | bailk, kotak perlengkapan P3K
berupa perlengkapan berisi ;
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan [P3K], a. Kassa steril
b, Plester perekat
c. Anti seplik
d. Qunting Tajam
3 Informeasi Informasi dalam keadoan damurat berupa stileer berisi | tersedia Terpasang paling sedikit
tanggap derurat nomer telepon dan/ atau SMS pengaduan ditempel pada 2 [dua] tempat
pada tempat YANE berbeda dan
yang strategis dan mudah terlihat di dalam mudeah terlihat.
kendaraan.
4}  Faailitas Fasilitas pegangan fhandgrp) bagl penumpang berdiri | a. Jumlah yang Sesual standar teknis
pepAngan untuk bus sedang dan bus besar berfiingsi
PEOUMPAEnIE h, Kondist baik
berdiri =
5) Pintu keluar dan | Pinta keluar dan atan masuk penumpatg haros | Ketersediaan dan Dapat berfungsi dengan
alad masuk mudah diakses penumpang berfungei baik
peOUmpang o
6)  Ban Ban depan Udak diperbolchlkan mengpunakan ban | Ban depan yang | Ban depan tidate
vulkanisir | terpasangan bukan vulkanisir
_ | vulkanisic
7l Fel karden Posisi rel korden yang terpazang tidak menggangeu | Posisi rel korden Posisi rel korden
dijendela evakuasi apabila terjadi keadaan darurat dipazang pada aiai terpasang pada sisi
jendela paling atas Jjendela paling atas
B)  Alat Pembatas Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada | Terpasangnya alat [Dapar berfungsi dengan
kecuepatan kendaraan anglutan umum pembalas kecepatan baik
9]  Kelistriken untuk | Kabel listrik untuk fasilitas penunjang Tersedia Kabel sesual SNI
audio visual yang
metnenuhi 8NI —
10} Sabuk Tersedia sabuk keselamatan bhagi pengemudi dan | Terpasangnya sabuk tersedia
Kecelamatan | penumpang dibagian depan kesclamatan
Prazarana | Fasilitas penyimpanan ' Berfungssi sebagai | Tersedia dan berfungsi | Mampu menampung
dan pemeliharaan a. Tempat istirahat kendaraan denigan haik kendaraan yang dimiliki
kendaraan (pool) | b. Tempat pemeliharaan dan perbaiken kendaraan serta dilengkapi fasilitas
| pemelibarasan / perbailan
| ) kendaraan
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f No f Jenia { Uraian '| tndikator _"_\ Hilzl { Ukaran | Jumiah \ Ketcrangan \
I 3. | KENYAMANAN \ . \
Mohil Hus 1) Daya angkut Kendaraan heroperasi mengangkut | Jumlah penumpang | Daya Anpkut: \
penumpang sesuai daya angkut yang yang dianglut paling | Mohil Bus Besar :
diizinkan tingei 100% sesual daya | Total 79 (49 dudulk, 30
' anghut berdiri)
Daya Anghkut :
Mobil Bus Sedang :
Total 30 (24 duduk, &
| berdin)
Daya Angkut :
Mobil bus kecil :
Total 9 5/d 19 {sesuad
dengan kapasitas angkut)
Daya Anglut !
Bus Maxi : Total 32 s/d 68 2
Daya Anglkut @
Bus Tingksl : Total 52 s/4d
118
Dava Angkut :
Molhil Penumpang Umum
rrele toal § termasuk pengemudi
\ 2] Fasilitas pengatur | Fasilitas yang dipersyaratkan untule | Tersedia dan berfungsi | Dilengkapi AC, untuk
subul ruangan mevnjudkan kendisi ruangan penumpang | dengan baik mempertahankan suhu
\ kendaraan rUANSAN Penumpang
| s anlara 200 - 220 ¢
3] Fasilitas Berupa tempat sampah Jumlah Paling sedikit 1 (satu) buah
Kebersihan . —1
4)  Larangan merokok | Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau | Tersedia dan terpasangn | Harus tersedia paling
| tuligan “Dilarang Merokok™ dengan baik sedikit 1 [zatu) buah
Binya yang dikemakan pada pengguna | Tavif teangkau 1. Non Ekonomi: Penentuan
% EETERGANGHALIAN Tarif terjangkau jasa untuk  satu kali Tarif ditentukan oleh tarif
perjalanan untuk: operator dan Herdazarkan
1} Non Ekonomi, harga tiket sesuai dengan persaingarn pasar. SK Dirjen
pelayanan; 2. Ekonomi: Perhubungan
9} Ekonomi, dapat diberikan dengan | Tarif ditentukan sleh Darat Nomor
subsidi, pemerintah 647 Tahun
2002 tentung
Pedoman
= Teknis

|




\

Penyelenomar
feraiy}
Angloaton
H Penumpang
Urmuam
diWilayah
Perkotaan
Datam
Trayek
Tetap dan
Teratur

3. | KESETARAAN

a. Tempat duduk prioritas

Tempat duduk di maobil bus diperuntukkan
begi penvandang cacat, manusia usia

lanjut, anak-anak, dan manusia usia lanjut,
analc-anak, dan wanita hamil

Jumiah Kursi

Mohil Bus Besar
2 [dus)

Mobil Bus Sedang
1 {satu]

Peraturan
Menteri
Perhubungan
Momor KM 71
tahun 1999
tentang
Alcsesibilitay
Bagi
Penyandang
Cacat d
Orang Sald
Pada Saran
dan
Prasarana
Perhubungan |

b. Ruangan tempat kursi roda

Ruangan yang dikhususkan bagd
PERUMpang yang mengeunalan kurst roda

ketersediaan

Hanya untuk bus besar,
bue maxi, bus tingkat
paling sedikit 1 [satu)
tempat

6. KETERATURAN

Informasi yany berisi :

a. Informasi pelayanan

a. Keberangkatan

b. Eedatangan

¢. Tarff

d. Travel vang dilayani

2. Bentuk

1. Hetersediaan

Paling sedikit 2 [dua) buah
stiker yang ditempatkan
pada ruang penumpang di
bagian depan dan belakang

%‘.-;__m_
|




b. Headway.

c. Kinelja operasional

Jarak antar kendarsan

Walkiu [menit], | aWakiu puneak paling |
lama 15 (imabelas) meniv ||
b. Wakiu non puncak
paling lama
30(tigapuluh) menit

a. Memberikan kepastian besarnya suplai
prlayanan pada rute yang ditetaplan.,

b. Agar kendaraan beroperasi dengan bisya
ekonomis dan efisien

a. Persentase armada | apsPaling sedikit 90% dari

yang beroperasi; jumlah armada;
b. Uhnur kendaraar . Paling Linggi umur
 kendaraan 25 {dua puluh
lima] tabun. ]

WALIKOTA MAGELANG

T

SIGIT WIDYONINDITO




[. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR
TENTANG

7 TAHUN 20189 ¥+

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

—

|

e ——

No | Jenis Uraian Fungsi Indikator | Nilai/ U_il:{f;anf-lﬁ Jenis ’ " Heterangan ||
i mlah FPelayanan
_— [Reg | Ehs |
1. ' Kramanan [ '
.8  Tanda Pengenal 1. Seragam tan kartu | Schagai identitas = Ketersediaan Harus tersedia V v
| Pengermnudi idenitizas pengemudi, yang . pengemudi agar '
; digunakan solama | diketahui
! mengoperasikan kendaraan penuimpang ’ J
2. hkartu pengenal pengemudi '
vang dikeluarkan oleh
perusahaan taksi dan ' ’
ditempatican di dashboard . .
mobil i ) _ |
b Costumer service | Berlugas menerima pengaduan | Untik meljarmin Ketersecdinan Harus tersedia L i
dan meneruskan pengadian | kemudahan dan ’
tersehbut untuk ditindaklanjuti kehandalan } ‘
_ . pelayanan . _ J i L
¢ Lampu tanda Merupakan lampu informasi | Sebagal adanya Ketersediaan | Harus tersedia V[V Khusus unmik
balaya schagai tanda bahaya | dalam kepada paling sedilelt 1 laksi eksekutif
! diletakkan di atas kendaraan Kepolisian, {satu} ianug letaknya
: Perhubungan, dilctakkan diatas disesuaikan
masyaralar, kendaraan dan dengan estetikg

dilengkapi tombol
vang ditempatkan
di ruang
pengemudi

|
|

r'
f



e

dalam kabin belakang

meTUgikan maupun

d Alat komunikasi | Merupakan elekiromik | Schagal komunikast Terpasang Harus terpusang 1 v
mengegunakan radio dan/ atau ' pengemudi _ [satu) set,
satelit perusahaar. '
| peringatan bahaya'
i di kendaraan
| petugas Dinas atau
| sarana antara
| ydengan
& ldentitas L. Merk dagang taksi, vang ' Memudahkan Ketersediaan Harus Tersodia ' vV
kendaraan, ditempatlkan di pintu depan | penumpang '
lairi dan kanan kendaraan, mengideniiftkasi
kendaraan vang ’
2. Momor wurut kendaraan, ditumpangi,
vang terdivi alas hural dan '
angka ditempatkan pada '
bagiun  belakang, kanan ’ ‘
dan  kin, serta  bagian
e dalam kendaraan | ‘ ’
I Informasinomor | Nomor telepon  pengaduan | Digunakan Ketersediaen | Harus Torsedia v
pengmduan, pelayanan talksi, yang | masyarakat untuk ! [
diternpelkan pada: melaparkan
1] Dapian kiri dalam kabin | pengaduan keparia }
depan perusahaan apabila
2] Bagian kiri dan  kanan 804 kegadian yang

membahayalan |
| sl PO, o b ol J
=7 g Tumbol pengunci | Tombol  untuk  membuka/  Untuk menjamin 1. Terpasang 1. Harus [ Filur Child
' pintu. mengunei pintu di keamanan  keamanan 2. Berfungsi terpasang Loek Hdak
. ruang penumpang maupun | pengemudi maupun [=afu) unit difungzikan
mALpUn pengemudi, PEALITIPANE, 2, Berfungsi (bula dari luar,
- dengan hails, tetapi lidak
[ hisa dar |
sz = — dalam).
h  Kaca film Lapiszan pada kaca kendaraan. | Untuk mengurangi | Persentase Paling gelap 40 %
' cahaya matahari kegelapan '
masuk secara |
langsung




i Tanda raksi "Tulisan takr?i_;t%_hg diletakkan di | Sebagai indikator Ketersediaan Harus tersedia y W \
atas bagian (uar kendaraan dan | taksi dalam keadaan \
hams menvala dengan warna | kosong atau sudah |
putih  atau  kuning  apahila | terisi. |
dalam keadaan kosong. gl _ )

3, Keselamatan |

a PMPengemudi . . . )

1. Kondisi Fisik Pengemudi dalam kondisi sehat | Schagai buktd Schat 1. Surat Y LH Penjelasan
fisik dan menial, pengemudi dalam keterangan sehat secara
kondisi sehat herbadan sehat fisil
dari dakter ' memperhatilan '
setfap & (enam) } SIM vang
bulan seleali. dimritid oleh '
2, Tersedia ldinik ' ' pengemudi, J
layanan J
- . S __kesehatan | ' | |
| 2. Kompelensi Pengemudi memiiki | Schagai bkt Telah Mengiloutl ’ W YV ) —||
| pungetabuan  mengenali  rute | pengemudi mengerti | mengikout pelatiban/
pelayanan, tanggap daruwat, | etika berlalu lintas. pelatihan Penvegaran paling ’ ||
. dan pelavanan secikit 1 (satu) kali i
‘; _ dalam setahuz, | | | |
| i b Fasililas Herupa  kotak  Perlengkapan | Digunakan untuk Ketorsediaan Faling sedikit 1 vV [ V| Kondisi dalam; |
kesehatan Pertolongan  Fertama  Pada penanganan darurat (satu} kotak layak pakeai ||
Kecelakaan [P3R]. kecelakagn. Perlengkapan ' dai tidak
Pertolonean kadaluarsa. '
Pertamia Pada
Kecelakaan ’ J
(PAK) berisi: }
1, kassa steril: ||
1 2, plester perelal;
1 3. anti septik; dan '
L 4. gunting tajan. a |
¢ Alat pengendali | Alat pember] peringalan apabila | Agar pengemud - Terpasang Harus terpasang 1 v v {
' kecepatan kecepatan kendaraan melebihi | dapat mengontrol (satu) set.
kendargan. batas yang ditentukan. batas kecepatan
maksimal vang
diizinkan.
| ! i |
! SR pa——— e L _—
A
— 1




Asuransi Merupalkan kewajiban | Untuk menjamin fMengileuri Bukti pembayaran | ¥ W _‘||
Kevelakaan Lalu | perusahaan angkutan umum | penggantian hiava program program asyransl \
Lintas ddalam melaksanakan | vang diakibatikan As1rans kecelakaan faly \
pelayanan angkutan, karena adanya kecelakaan lintas pada setiap i
lkeeelalaan lalu lalu lintas. kendaraan hagi
hintas pada spat 1. penumpang;
pulayanan., 2. pengemudi; dan
_ ) ——) 3. pihak ketiga. |
Pengecekan Prosedur pengecekan kelaikan | Uniuk memastikan | SOP Harus tersedia v V | Pengecekan l’
kelaikan kendaraan yang akan | baliwa kendaraan | pemeriksaan, untuk sctiap dilalkulcan oleh
kendaraan tioperasikan, dalam konidisi siap kendaraan. tenaga ahli
sebeiam guna operasi |SGO). ‘ vang dapat
beroperasi. ’ TR jamin ||
’ kendaraan laik
‘ Operas
( ’ (Feraluran
Pemerintah
Momor 55
' Tahun 2012 |
J ;.{Eul:;:ng ’
Umur kendarazn | Basas maksimal umur [ Uniuk Umur Paling tingai 10 v [l ¥ Df::fi:i:}.l
kendarsan  yang  dilzinkan | mengutamakan maksimal [sepulub) tahyn, { derngan J
untuk baroperasi, keselamatan dan | ' Persiuran '
kenyamangan daerah
penumpang dalam selempat. )
o pelayanan, ) J
Fasilitas Tempal penyimpanan, | Memastikan Ketersediaan Harus tersedia dan v | TV I _'
penyimpanan pemeliharaan, dan plerbaikcan | kendaraan mampl (
dan kenidaraan, terpelibara dan

PEIT.Iﬂﬁh araan
koneluaraan (poo

tergwat, serta
schagai termpat
parkir sanl
kendaraan tidak
beroperasi, dan
tempat tes
kendarasn sebelim
beroperast.

| menampung

semua, taksi yang
elirmiliki
perusabiaan.




Kenvamanan

maniisia usia lanjut,

i anale-anak, maupun

wanita hamil,

a Memsahami Pengernudi diharapkan | Agar perjalanan | Pengemudi Lulus tes v v \
wilayah operasi mengetahui Jokasi-lokasi utama | menjadi efisien dari | lulus tes vang
dan memahami ruterute yang | segi wakiu dan tiadakan
hams dilalui. biaya perusahagn
anglkuian
. - —— hpdg SR e tEI{SjJ T i
b Komunikasi Komunikasi dapat  dilakulkan | Pengemudi maupun | Ketersediaan Harus tersedia v v
pengoemudi melalul  media  komunikasi, | penumpang dapat paling sedilit 1 '
dengnn misalnya panduan percakapan saling (satil) media,
PELTIRANE. sederhana  dalam  beberapa | berkumunikasi
bahasa asing. apabila lerdapat hal ’
penting vang harus
_ disampaikan. ! | '
¢ Standar Operasi | Pengemudi diharapkan dapat | Agar penumpang Ketersedizan | Harus tersedia v [ v i
Frosedur [SOP) memaharri =0P clika | merasa nyaman,
etika pelayanan | pelayanan  angkutan  taksi, ' ‘
angkutan taksi, yaitu; !
1, Tata tertib mengemudi; dan ’ '
2.Tautn  tertib  dan  etika
L pelayanan penumpang . ] | |
‘d Alat pengatur CAlal pengatur suhu udara di | Untuk menjaga 1. Ketersedina | 1. Harus tlersedia v v |'
guby udara dalam kendaraan. suhudaiam n 2. Suhu di dalam (
( kendaraan tetap 2, Buhu kendaraan 20 - '
| nyaman kepada 22°C ’
! . penumpang,. _ ]
e Larangan Berupa stiker dengan tulisan Memberikan Ketersediaan | Harus tersedia v v |
Moraleok | " Dilarang Merokolk ©, kenvamanan kepada ’ }
- penupang,
Keterfangkalan !
Waktu pelayanan | Waktu pelavanan taksi selsms Untul: menjamin Jam Paling sedikit 12 v W
12 {dua belas] jam untuk | kebutuhan ! pelayvanan. [dua belas) jam.
gemua kota. oo | penumpang, - Z
Kesefaraan | LYherikan bagi
é__'-ul'r"éla}réﬁan ) Pembwriaan pricritas | pEnumpang Kemudahan Terlayani W W
pricritas naik /turun kendaraan, penyandang cacat,




& " Keteraturan

l

mudah #erlihat
oleh
PENUDpaliE i

a Informasi tarif | Informasi mengenai tarif dasar, tarif | Memberikan kepastian 1. Terpasang . Harus AT \ W \ |
tungen, dan tarif jarak. i kepada penumpang 2. Penempatan terpasang
terhadap besaran tarif, paling sedikit 1
{satu).
. Penempatan
mudah terbaca. "
b Argometer Argometer yang herfunpsi dengan | Scbagal informasi bagi 1. Terpasang . Harus WV v
baik dan sepel tera masih berlaku. PENUIpang mengenead 2. Periempatan terpasang 1
besaran tarf pembayaran {satu) unit vang
onghkoe taksi. hersegel dan
berfungsi
dengan baik,
. Penempatan

Keterangan:
Reg: Feguler.
Els: Elkseloutif,

'ALIKQOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPMRAN t"

PERATURAN WALIKCITA MACHTLLANG

NOMOR TAHUN 2318

TENTANG

PETUNJUK FELAKSANAAN PERATURAN DAERAE
ROTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2013 TEN VAN

PENY ELENGGARAAL ANGELUTAN

STIKER STANDAR PELAYANAN MINIMAL KENDARAAN ANGEUTAN UMUM

<

15\

TELAH MEMENUHI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)

ANGKUTAN UMUM

\ A

'Wi/LiKUTA MAGELANG

7/ a

SIGIT WIDYONINDITO
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iy Y

FERATURAN WALIKOTA MACELANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGRLANG

WOMOR 5 TAHUN 20 13 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

BENTUK TULISAN, UKURAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGEUTAN ORANG DENGAN
MENGGUNAKAN TAKSI

(amnbar 1.a
TANDA TAKSI, MEDIA IKLAN, LAMPIT BALIAYA
DAN NOMOR URUT TAKSI

MEDIA IKLAN
TANDA TAKS]

L

|
1 W
TR RS TANDA NOMOR  NOMOR URUT TAKSI TANDA TAKSI
KENDAHAAN
I — BERMOTOR

MEDIA IKLAN




Gambar 1.b
LOGD DAN MAMA PERLISAHAAN
FALA KENDARAAN TAKSI

NOMOR URUT TAKSI

W

NAMA PERUSAHAAN LOGO PERUSAHAAN

NAMA LOGO
PERUSAHAAN PERUSAHAAN




TANDA TAKS]

BENTUK DA
NAMA PERUSAHA

Gambar 1.¢

MEDIA IKL AN

N UKURAN TULISAN
AN PADA KENDARAAN TAKSI

7
NAMA PERUSAHAA

BEUNDA

Ukuran hurul

1. Lebar ta) = 25 min
4. Tehal (ta] = B mii.
A Ty ] = 30 nmm,

Benik hurul @

1. Hurul besar / balok,
2. Tepak dnn legns,

LOGO PERUSAHAAN

ALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO




IE:%RHTUMN WALIKOTA MAGELANG
MOR TAHUN 2018
TENTANG

KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2013 TEN

_ tNTANG
FENYELENGGARAAN ANGKUTAN

REKOMENDASI PLAT KUNING

{KOP QPD)

m

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 551,2 / { 360 { bln / Tahun

e

Menerangkan bahwa untuk kendaraan bermotor di hawah ini -

Nomor Kendaraarn oo

Merk Kendaraan ............................ o
Type D S e A e
JENIS KEMUATABN .ovovomsoeeoeseeeeeeseeessesesosseeseseses s oo oo oo
Tabun Perbualan @ isiiisisssmsasii B TR T B R R Y B B T e
Nomor Rangka e e e
Nomor Mesin S S SRR AR SR YRR AR ettt eeeenaneeedseaeaneeeteeeennnenaan s nrnetree e nnten
Nama Pemilik B S el SR B
Alamat B e e e e e S e

Setelah diadakan penelitian sesuai dengan ketentuan yang herlaku kami dapat
menyetujui kendaraan terschut di atas dipergunakan untuk ;
ANGKUTAN PENUMPANG/ BARANG UMUM ( PLAT KUNING )

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan permohonan STNK {Surat
Tanda Nomor Kendaraan) tersebut di atas.

MAEElATIE, oo cmriinianmn s erise pars e s s araspnns

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG

KETERANGAN :

1. Lembar 1 untuk Kantor Sumsat
2. Lembar 2 untuk Uji Kendaraan
3. Lembar 3 untuk Arsip

ALIKOTA MAGELANG

LAMPIRAN v —\t\-{

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

>
INDITC



T —‘\‘L
LAMPIRAN v

PERATURAN WALIK

OTA MAGE
NOMOR TAIIUN 2018 NG
TENTANG

PETUNJUK PELAKSAN
AAN PERA
TIEOTA MAGELANG THRAN DAERAR
DMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

SURAT REKOMENDAST PLAT HITAM
(KOP OPD)

gF-—_—“—___—————___—_*-—-

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 551.2 / / 360 { bin / tahun

Menerangkan bahwa untuk kendaraan bermotor di bawah ini -

Nomesds REDRETRREY. s e i a i i i s R A S s B T
il o T e i L R R e o T
Type T —
JENTH KOTIIRTERTE 5 s oy s s Vo s s i T R S e e s
e T P e Y o i i Tl O s B W s s,

Nomor Rangka L 3 i e W 15 S A L S S A A e i
Nomor Mesin o s e e e P e R T
Nama Pemilik e S T e e L R
Lain — lain i

SQetelah diadakan penelitian sesual dengan ketentuan yang berlaku kami dapat

menyetujul kendaraan tersebut di atas dipergunakan untulk :
MOBIL PENUMFPANG TIDAK UMUM ( PLAT HITAM )

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan permohonan STNK {Surat
Tanda Nomor Kendaraan)] terscbut di atas,

MAREIARID, comsmsasusiimspasmsrmmparsnsrrnss sesssy
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG

ERTERANGAN .
1. Lembar 1 untuk Kantor Samsat
9. Lembar 2 untuk Uji Kendaraan

3. Lembar 3 untuk Arsip

SIGIT WIDYONINDITO




LAMPIRAN v —_\h"
PERATLIRAN W ‘

ALIKOTA MAGEL ANG

NOMOR  TAHUN 2

TENTANG A

PETUNIUK PE

MAGELANG LAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA

NOMOR § TAHUN 2003 T
it o 3 TENTANG PENYELENGGARAAN

SURAT IZIN INSIDENTIL

( KOP OPD) )

IZIN INSIDENTIL
No:5512% / [ |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

1. Memperhatikan Undang Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2014 tentang Adekutan Jalan
2 Peraluran Daerah Kota Magelang Nomor : 19 Tahun 201 | tanggal 31 Desember 2011 tentang
Retnbust Penzinan Tertentu.
3. Atas permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Umum yang melayani trayek
antar kota antar propinsi/ antar kota dalam propinst diberikan 12IN INSIDENTIL, kepada :
Nama Perusahaan
Pimpinan "
Alamat B e rransenaasrmsnospsna sas g seemsansse SR S e
Nomor Kendaraan S A B T s A S 03 I m R
NOMOE KA PEMBAWASAN T cvvvsrrensnisssnsssemresios s s e sttt st s st
Untuk melakukan satu kali perjalanan pergi pulang pada tangzal: i
sfiltanegal s s B pada AYEk: ... o ssnssnsny s

Mo oan SR

g Mak%ud Perfalarmn o tteesseotieReReEeResieeediRieRTaieLiceAeeRLaIEemERELTAReSEeCsietsbdatn st
4. lzin Insidentil diberikan dengan keti:ntua.n
a. Dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud di alas
Tiduk dapat diperpanjang
lzin Insidentil harus dikembalikan seiclah dipergunakan
Pemegang [zin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

oo =

Magetane o

KEFALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO




LAMPIRAN v —¥

PERATURAN WALIKO
4 4l T il
NOMOR TAHUN EUIEA TSN
TENTANG

PETUNJUK FEL

; ~LAKSANAAN
DAERAH KOTA MAGELANG J PERATIRAN
NE]MDR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

SURAT PERSETUJUAN PENDAPAT TEKNIS / ADVTS AKAP

{ KOP oPD }
Mﬂgtlang,n
Kepada :
Nomor § 8812 /o, Yth,
Lamp. T ETTITT Di_

perihal : Pendapat Teknis / Advis

TETTET U R NEE RS R d R R A

A EEAAA g A r AT EERY B RS R R R TR

Memperhatilkan Surat Permohanan dard Pimpinan Badan Hukum/PT/Koperasi .u.seeseen:
NOIOE o cvvscvsinsnnin TENEEAL v ey, perihal emsebut pada pokok Sumt yang danobon dan
Swat dad Diren Petdmbungan Darat Kemenieran Pohbubungan Nomor Co.e e TRAEEAL

weniirs e PEORALL (s s e wee. denigan data sebagai berikut

A EPbEEEEEE R R R R mE

rmdmraE rTasTavibEibEEl LIEEAEEET pA A EbdbIE T GEE N EENEREEEERRR T AT FA

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak kceberatan atas

permohonan terschut selama masih ada Surat PErsetuuan ... dari Dirjen

Perhubungan Darat selaku penerhit Tjin Trayek dan Karftu Pengawasan Angkutan AKAP.
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna scperlunya.

EEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG

Tembuszan disampaika
2. Arsip

1 kepada ¥ih ;

qevemammErn i

ALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN Ix :h

PERATURAN WaL
- ALIKOTA M
TENTANG

PETUNJUX PRI

KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENCGGARAAN AKGKUTAN

PERATURAN DAERAH

SURAT PERSETUJUAN PENDAPAT TEKNIS J ADVIS AKDP

{ KOP OFPD )

Magelang, ...t
) . Kepada :
Nomor oy e e e b i1 o
Mmp BT s s o g R 5 (R

perihal : Pendapat Teknis / Advis

Memperhatikan Surat Mermuohonan dan Pmpinan Badan Hulboumn/ TT/KOpETasi oo

WNOMIOT v oevevinsinneee t0EEHEL (vcciivewnw, perihal terschut pada pokok Surat yang dimchion dan
Surat dari Dinas Perhubungan Provimst Jawa Tengah Nomor ... s e TEBEEAL vy
PEITHALL oo e e s ecrm bt s s aane - GENEAN (lata sebagad berikut :

mEETrEdFesGEEEAEEiAEEEE EmENE TEHE T = e A AR RS B,

Schubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatar alas
dari Dinas

permohanan tersebut selama masih ada Surat Persetujuan ... R R
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah selaku penerbit ljin Trayek dan Kartu Pengawasun
Anghutan AKDI.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG

... Ea]
Tembusan disampaikan kepada Yth ©
2. Arsip
WALIKOTA MﬁT{jELANG
SIGIT WIDYONINDITO




LAMPIRAN X s

PERATURAN WALy

KOTA MAGE
NOMOR TaHUN201y oG
FENTANG
FETLNIUK
KOTA MAGELANG PERATURAN DAFRAH

LJE%DR 5 TAHUN 2013 TENTARG
ENYELENGGARAAN ANGKUTAN

SURAT PENGANTAR ATAU REKOMENDAS
RAJ i ; [ PENAMBAHAN KEND;
LINTASAN TRAYEK, PEREMAJAAN, REALISAS], PEMBHHﬁRUﬂNﬂh?ERq;{;KIEEﬁ SK
den KP/KJP AKAP / TARIWISATA | |

{ROF OPD)
Megalar: s nisnnmnnTrminani
Kepada !
FSRDS 3 SR Yth, oo
LAmP. T e et
e m ..............................................
MAGELA NG
Berkenaan dengan Permohonan dardl saudera :
1. Nama o —
2. Alameat N
3. Pekerjaan : Pimpinan PT/Koperasi
4, Dengan Surainya @ ertanggal

Dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagail berilut

Permohonan dimaksud adalah untule Permohonan Penambahan Kendaraan atau
Lintasan Travek, Peremajzan, Realisasi, Pemhaharuan/Perpanjangan Sk Trayek dan
KP/KJP AKAP/PARTWISATA yang hahis masa berlakunya, pada
adapun data kendernan sebagai  berikut

tangal .o cenn AHEHU G

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon untuk mendapatian

penyelesaianmya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG

Nb. covet vang tidak perlu

ALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO
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-

ahan gatuk mempertimbangkan permohonan perpanjangan KP/KJP AKAP -
al Fcnn{}hﬂﬂﬂll ................................ -
NE:-I]a PF]'USﬂhaﬂ-n T ":::.‘.‘::: ...................................................
Nt Pimplian O ......:: .............................................
.l,l-.’im at . T
rayek yang dimohon s I o
T‘ﬁﬂ_ﬁsahaan apgkumn yang telah melayami | ... . —
trayek yang dimohon, dengan masing-masing Grrsnsnaaeniia..s Rendaraan /ot ,l
! perapa bus dan it | |
5[ carak trayck dan kelas jalan yang dimohon. | wvceiis 5 Km
3 Faktor muat (%) pada trayek vang GIMobom. | oo %
4| Perkiraan kchuiuhan angkutan trayek yang
L | dimohon.
5| Perusahaan-perusahagn vang telak
mengajukan  permohonan  ijin pada  trayek
tersebut dan bagaimana keputusannya.

B! Kegiatan-kegiatan dominan yang terdapat pada | oo (AKAP/PARTWISATA)
lintasan trayek yang dimohon.

7 Keterangan-keteranpan  pengusulan “untuk | Permohonan dimaksud adalah untuk

© giberikan.

| 8 Keterangan-lketerangan lain untuk penolakan
permohonan,

MAZETATE, coocoanirnmnmrnnniiresas s irnanaannes

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG

FALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO
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LAMPIRAN X1

PERATURAN Wa
LIKOTA 3
TENTANG

PETUNJUK B
ELAKSANAAD :
DAERAH KOTA Mg GEMNG%‘Q FERATURAN

NOMOR 5 TAHUN 2
R : U13 TENTANG
PENYELENGOARAAN ﬁHG_KU‘rAN]

SURAT PENGANTAR ATAU REKOMENDAS PENAMBAHAN KEN

PLREMAJAAN, REALISAST, PEMBATLARUAN, PERPANJANGAN G s K fAN TRAYEK,

NGAN SK Dan KP/KJP AKDP

(KGP OPD)
___.——_'—-___-———'__‘—'____‘———\__—___———H_
s F2 T b O
Kepada :
114741 ) S PP P S Yth
iy | ORISR e s
L .l.j.i..-. ..............................................

Berkenaan dengan Permohonan dari saudara :

1. Nama O P PP PSSR PP PP
2. Alamat o —— R P 0y e
3. Pekerjaan : Pimpinan FT/Koperasi

4, Dengan Suratnyz @ tertangZal i i s

Dengan ini kami sampaikan penjelasan schagai berikut :

Permohonan dimaksud adaigh untuk Permohonan Penambahan Kendaraan atau
Lintasan Trayek, Peremajaan, Realisast, Pembaharuan/FPerpanjangan 8k Trayek dan
KP/KJP AKDP yang habis masa berlakunya pade tanggal..ceoen B8 e
adapun data kendaraan schagai berikut ;

............................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Demikian unink menjadikan periksa dan selanjutnya mohon untuk mendapatkan
penyelesaiannya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG

Nb. Coret yang tidak perlu

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO
e T R e - - " T b




(KOP OPD;

m

PERTIMBANGAN PERMOHONAN PERSETUJUAN 11N TRAYEK / OPERAS]

pab an U ntuk mempertimbangkan petmohonan pe;rpﬂn.jangan KP/KJP AKDP :

rangs

L

i
N & in& t
Travek yang dimohon

o] Permohonan
perusangan
Pimpinan

.....................
.........................
............................
..........................

.................................

.....................................

........................................

r_iﬁ—riﬁr_u's_a_haan Angkutan yang telah melayani

trayek yang dimohon, dengan masin g- routaraan ¢ ot
| masing berapa bus dan rit.
7| Jarak trayek dan kelas jalan yang dimohon. | ..o Km
5 | Faktor muat (%) pada trayek yang Gimohon, | ... oo %
4 | Perkirtaan kebutuhan angkutan travek yang ,
| dimohot. L
5 | Perusahaan-perusahaan vang telah ) S
mengajukan permohonan ijin pada travek
tersebut dan bagaimansa keputusannya.
§ | Keglatan-kegiatan dominan vang terdapat . .. ceene [ AKTITY
pada lintasan trayek yang dimohon.
T | Keterangan-kelerangan  pengusulan untuk | Permohonan  dimaksud  adalah untuk |
i FHIIETICATL.E sessssssesssssmrmnaressseeesttanaannns sy s i neana s b aman
& | Keterangan-keterangan lain unkuk

penolakan permohonan.
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LAMPIRAN X1 ﬂ

PERATURAK WAL

ALIKOTA MaG
NOMOR TAHUN 2018 A
TENTANG

PETUNJUK PELAKS
; . SRSANAAN FPERATURAN
DAERATI KOTa MAGELANG NOMOR 5 TAHUN

2013 TENTAN ;
ANGKUTAN ANG PENYELENGCARAAN

SK [ZIN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN

KOP OFD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

NOMOK [NOMOR]
TENTANG
IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
FELAYANAN TEEPADU SATU PINTU KOTA MACELANG,

Menimbang : a  bahwa telah diterima surat dan [NAMA PEMOHON|, alamat [ALAMAT

PEMOHON], Ds|KELUKAIIAN PEMOHON], Kec |KECAMATAN PEMOHOM],
Kab. [KABUPATEN PEMOFHON] tanggal [TANGGAL PERMOTONANL

b. bahwa maksud permohonan adalah Perpanjangan SK lzin Trayck Kendaraan
Anglcutan Perkotaan Nomor [NOMOR 5K LAMA] tanggal |[TANGGAL SK LAMA]
serta untuk tertib adminisirasi;

¢. hahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu dikeluarkan izin
Trayel Angkulan Perkotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Kota Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Momer 17 Tuhun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daceab
kota Kecil Dalam Linglungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengal dan Jawa

Barat;
2. Undang Undang Momor 22 Tahun 2009 fentang Lalu Lintas dan Anglaitan

Jalan;

Peraiuran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
#. Peraturan Daerah Kota Magelang Nemor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu;
5. Peraturan  Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Angiutan;
MEMUTUSKAN @

Menclapkan @ KEFUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU TENTANG 1ZIN 'RAYEK ANGKUTAN FEREOTAAN

KESATU - Merubah Izin Usaha Anghkutan atas nama |
a, Nama . [NAMA PEMOHON| )
b. Alamat . |ALAMAT  PEMOHON],  Ds{KELURAHAN

PEMOHON|, Kec.[KECAMATAN  PEMOHON,
Kab.|[KABUPATEN PLMOHON]




KEDUA
KETIGA

KEEMBAT

KEENAM

¢. Perusahaan Angkutan

[NAMA Usa
d.  Alamat Perusahoan ity

IALAMAT PERMOHONAN), Kelurahan
IKELURATIAN PERMOIIGNAN,
Kee [KECAMATAN PERMOHONAN

| Kota
Magelang
€. Penanggung Jawab : [PENANGGUNG JAWAR|
f.  Melayani Trayek IMELAYANT T RAYER]
E.  Nomor Kendargan [NOMOR KENTIARAAN]
h.  No Uji Kendaraan [NO UJI KENDARAAN]
L Merek/Tahun [MEREK /TAHUN]

Pemegang izin agar melaksanakan kewsii i
: afibannya d = e
Perundang-undangan yang berlaku. : g o mematihl Pt

Pergyaratan sebagaimana tercantum dalam Lamopi 7 LaE mEg g ;
| plean Keputusan ini wajib diparuhi
dan dilaksanakan cleh pemegang iwin, N : d

}I'-'JIIEI‘.FSLEI{ (I?];ﬂr:aku Izin [TANGGAL BERLAKU IZIN] sanipai dengan [TANGGAL DAFTAR
I B W]

Keputusan ini berlaku mulad tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan Jdi Magelang
pada tanggal |TANGGAL PEMBERIAN IZIN|

u.n, WALIKOTA MAGELANG
KEPALA TDINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

SALINAN Keputusan ini dikirim kepada Yth, :

AT B e

Walilsota Mapelung (sebagai laporan);
Kepala Dinas Perhubungan Kola Magelang;
Ketna DPC Organda Kols Magelang;
Pimpinan PA Kopata Kota Magelang.

ALTROTA MAGELANG

SIGIT WIDYCNINDITO

|QR_CODE]




LAMPIRAN 10 b:f

PERATURAN WALIKO

2 TA MA
NOMOR Taniun 2018 —
TENTANG

Eﬁ?ﬂ\:{UK PELAKSANAAN PERATURAN
" KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN

2013 TENTA _
ANGKUTAN e PENYELENGGARAAN

SKIZIN USAHA ANCKUTAN

KOP OPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

NOMOR [NOMOR]
TENTANG
1ZIN USAHA ANGKUTAN

KEPALA DINAS PENANANMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGRLANG,

Menimbang : a. bahwa tclah diteoima surat darl Sdr [NARA PEMOHON], alamat [ALAMAT
PEMOHTON] 1anggal [TANGGAL SURAT PEMOHON]
b.  buhwa maksud permohonan adalah untuk mempereleh lzin Usaha Anghutan
serta untulk tertib administrasi;
¢.  bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Felayanen Terpadu Satu
Pintu Kota Mageiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nemor 17 Tahun 1350 tentang Pembentukan Daerah-dasrah
lkota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jdasn Jawa

Barat;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Anglzutan

Jalar,

3. Peraluran Pemeriniah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Anglaitan Jalan;
4. TDeraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribosi

Berizinan Torleriul;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nemor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Uiz,
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Menetapkan
SATU PINTU TENTANG IZIN UsAHA ANGEUTAN
KESATU + Izin Uszha Anglutan atas a2md
a. DNama : |[NAMA PEMOHON]
b, Alamat : |ALAMAT PEMOHON]
¢. Perusahaan Angkutan : [NAMA PERUSAHAAN]
d. Alamatl Perusahaan :  |ALAMAT PERUSAHAAN]
KEDUA . Mewajibkan kepada pemegang izin untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan

sebagal barikut ;

a. Menvediakan tempat/ garasi yang dapat menyimpan sciuruh kendargan yang
dimiliki untuk berpangkal;

b. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi jzin atas sepala perubahan
yang terjadi dalam perusanaan, berkaitan dengun segala kelerangan dan data
vang digjukan dalam surat permohenan izin dari Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informarika;




SYARAT-SYARAT BAGI P

EMEG
BAGI MOBIL PENUMPANG ANG 1ZIN TRAYEK

UMUM SEBAGAI BERTKUT ;

permegang ixin diharuskan mentaati kee -k .
' wajih kecelakaan penumpang seba@mﬁiandﬁ;i;ﬁ‘f‘dgﬁmﬁ dﬁ.na pertanggungan
undangan yang berlaku. n Peraiuran Perundang-
. Penguszha angkutan diselengsarakan den : ;
tempat duduk menurut ketmgfuaﬁ daiﬂ.m S?l?rr;tlé;ﬂ;gll;::?ﬁ;nmaﬂ Yengdienghant dengan
_ Pemegang lzin atau awak kendarasn dilar mengajaic/ -
prang menumpang apabila akan mf:n{mhuikananzanggfa_i pérjaigiq;nﬂ:lh Sekmembiaien
Pemegang 1zin harus bertanggung Jawab atas kerugian yang diderita boik olch pihak
hgrllﬁzu L pega ¥d Derdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
. Awak lendaraan harus menggunakan paiaian seragam dan tanda pengenal perusahiaan
segtial dengan ketentuan yarig berlsial,
Pefabat pemberi izin berhak untuk meniniau kembali, mengihall atau mencabll izin
sehelum beralchir, jika pemegang izin melanggar kelentuan vang berlalen atan keterangan
yang diberikan ternyata tidak benar, kendarsan wvang divperasikan melakukan
polanggaran/kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbun jiwa dan terjadi
perubaban/perkembangan antar penyediaan dan penaweran jasa angkutan maupun
keadaan sosial ekomomi masyarakat.
. Pemegang izin diharuskan menjadi anggota dari suatu organisasi pengusaha angkutan
yang dialwui oleh Pemerintah.
Kartu Pengawsasan akan diterbitkan nleh Kepala Dinas Perhubungen, Komunikasi dan
Informatika Kota Magclang.

a.n, WALIKOTA MAGELANG
KEPALA DINAS PENANAMAM MODAL DAN
PELAYANAN TERTADU BATU PINTU
KOTA MAGELANG

a
'
—

[QR_COLE]

ALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO




| Oran tertulis tentang kepias i
dinas Fr:rhl_lhung"‘l? Kota Magelang Siti;ﬁz}?:ntjma R
d. Pada masmg-masing kendaraar tersebut diic:um

disertalcan Karty [zin Perusahaan yan KESATU harus selaly

depun; & bersangkutan yang ditemnpe{ pada kaca
€. Menaati sepala ketentuan - kete
feifle TGRS, entuan hukum yang berlaku bagi perusahaun
B TIGA Pemnepang  izin  agar melaksanakan " :
K Perundang-undangan yang Berlaiy. kewajibannya dan mematuhi Peraturan
Dalam menjalankan usah I fond
KEEMPAT it usaha angkutan, Pemegang izin haras me i .
sebagaimana tercantum dalam lampiran | Keputusan ini. SIS P an
ERLIMA Daftar kendaraan vang dimiliki oleh pemegang izin usah: 3 ; ;
tersebut dalam lampiran It Kepurusan ini. = ey
KEENAM lzin Usaha Angkutan ini berlaku selams perusahaan rmasih  menjalankan
usananya.
KETUJUH Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,

Dikeluarkan di Magelang
pada tanggsl [TANGGAL SK|

a.n. WALIKOTA MAGELANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODRAL AN
FELAYAMNAN TERTADI SATL PINTU

KOTA MAGELANG:

SALINAN Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Walikota Mapelang (schagai laporan);

2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang
3. Ketua DPC Organda Kota Magelang;

4. Pimpinan PA Kopata Kota Magelang;

WALIKOTA MAGELANG

744

SIGIT WIDYONINDITG

[OR_CODE]
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SYARAT-SYARAT BAGI PEMEGANG [7
IN
BAGL MOBIL PENUMPANG UMUM SEBAGAI BERiprr

 Pemegang izin diharusksn mentaati ketentuan-ketentuan
wajib kecelakaan penumpang sebagaimang dimaksud
undangan yang berlaku,
. Pengusaha angkutan diselengearakan denpan 1 (: : .
o il e ke Ej rr;I L J;?ﬁ;ié:;:ﬁa;aan yang dilengkapi dengan
Prmegang izin atau awak kendarasan dilaran e e ;
prang menumpang apabila akan mﬁ:nimbulkangga?;gnug:;arjmd-;{g:aig:i;u o R,
. Prmegang lzin hmr'u_ﬁ bertanggung jawab atas keruglan yang diderita baik olch pihak
Ihcs:"ii?{us:tau pegawainya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan vang
. Awak kendaraan harus menggunakan pakai : :
SESUED doeergan leetentn yar%gg%erlaim.p FRSREREIR SR oyl pemuatiin
Pajat__uat pumberl izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabur izin
sebelum berakhir, jika pemegang izin melanggar ketentuan yang berlak atau keteranzan
yang diberikan ternyata lidak benar, kenduaraan vang dioperasikan melakulkan
pelanggaran/iecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korhan jiwa dan tegjadi
perubahan/perkembangan antar penyvediaan dan penawaran jass angkutan maupun
keadaan sosial ckonomi masyarakat, )
. Pemecgang izm diharuskan menjadi anggata dari suatu orgunisasi pengusaha angkutan
vang diakui oleh Pemerintah,
kartu Pengawasan akan diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungsn, Komunikasi dan
Informatika Kota Magelang.

lentang dana pertanggiingan
dalam Pergturan Perundang-

a.n. WALIKOTA MAGELANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERFADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

[QR_CODE|

LIKOTA MAGLELANG

SIGIT WIDY ONINDITO
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